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INTISARI

Penelitian ini mengkaji terkait proses Rapat Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) di Desa Mata Wee Lima, yang dilihat mulai dari tahap persiapan,
pelaksanaan hingga pada hasil rapat itu sendiri. Namun dalam prakteknya, proses
rapat penyusunan RKP Desa tersebut belum berjalan maksimal dan masih
mengalami beberapa kekeliruan. Berangkat dari kondisi tersebut, maka pertanyaan
yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Rapat Rencana Kerja
Pemerintah Desa di Desa Mata Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten
Sumba Barat Daya”.

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan Deskriptif. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki
dan menjangkau informasi faktual perihal sejauh mana proses rapat RKP Desa di
Desa Mata Wee Lima. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu
meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data maupun
informasi yang telah peneliti himpun kemudian dianalisis dengan menggunakan
sistem reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti lakukan,
maka dapat diketahui bahwa Rapat RKP Desa di Desa Mata Wee Lima telah
dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditargetakan yaitu pada bulan Juli tahun
anggaran berjalan. Penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pada tahap
persiapan rapat, koordiansi Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa
mengalami miskomunikasi dalam menentukan jadwal penyelenggaraan rapat, serta
kedua lembaga tersebut masih kurang memahami tupoksi kelembagaannya masing-
masing dalam penyelenggaraan rapat RKP Desa. Kedua, dalam pelaksanaan rapat,
setidaknya terdapat empat topik pembahasan, yakni: Peninjauan Ulang RPJM Desa,
Evaluasi RKP Desa sebelumnya, Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, serta
Rencana Kerja dan Tindak Lanjut Penyusunan RKP Desa. Namun, dalam proses
pelaksanaan rapat juga mengalami kekeliruan karena masih berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang lama. Ketiga, hasil rapat RKP Desa tersebut
menyepakati enam daftar usulan prioritas rencana program/kegiatan, yang
kemudian ditindaklanjuti oleh tim penyusun untuk dituangkan dalam rancangan
RKP Desa tahun berikutnya yaitu meliputi: menyelesaikan pembangunan kantor
Desa, pembangunan pos kamling disetiap dusun, pembangunan kantor BPD,
pembangunan jalan usaha tani di duat titik, bantuan rumah layak huni 10 unit untuk
KK miskin, serta bantuan ternak babi dan kambing untuk 30 KK miskin. Hasil
penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelenggaraan rapat RKP Desa
di Desa Mata Wee Lima masih berpedoman pada Permendagri No. 144/2014 dan
tidak mengacu pada Permendes PDTT No. 21/2020 sebagai peraturan baru, yang
menekankan bahwa setiap proses perencanaan pembangunan di Desa harus
diorientasikan pada pencapaian tujuan SDGs Desa. Alhasil, keseluruhan proses
dalam rapat penyusunan rancangan RKP Desa menjadi kurang maksimal. Selain
itu, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru,
maka kualitas rancangan RKP Desa juga manjadi kurang optimal dan tidak
memiliki kepastian hukum yang jelas.

Kata kunci : Rapat, Rencana Kerja, Pemerintah Desa, RKP Desa

xii
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (UU Desa), kini UU tersebut menjadi salah satu instrumen kebijakan dari
pemerintah dalam rangka mempercepat kemajuan dan kemandirian Desa serta
kesejahteraan masyarakat Desa. Setidaknya terdapat dua hal penting yang
menjadi sprit (semangat) dari UU Desa. Pertama, Desa diberikan kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Kedua, saat ini Desa mendapatkan
dukungan pendanaan yang memadai melaui transer dari pemerintah dan
pemeritah Daerah. Artinya, kewenangan Desa yang besar dan didukung dengan
kapasitas keuangan yang memadai ini maka diharapkan agar Desa mampu
mempercepat pembangunan dan kemajuan Desa, serta meningkatkan

pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Untuk melihat kedua hal penting tersebut di atas, maka hal tersebut
perlu diformulasikan dalam bentuk kebijakan dan program-program Desa yang
dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM
Desa) dan kemudian ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa). Untuk itu, maka proses pembangunan Desa tentu saja meliputi
proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam konteks perencanaan
pembangunan Desa, pada pasal 79 ayat (2) dalam UU Desa menyebutkan bahwa

perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi: 1)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka
waktu enam tahun; dan 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang
disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu
satu tahun. Dalam hal ini, UU Desa menjelaskan bahwa RKP Desa merupakan
penjabaran dari RPJM Desa yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa untuk
jangka waktu satu tahun. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa
RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak

terpisahkan dalam rangka perencanaan pembangunan Desa.

Oleh karenanya, pada pasal 79 ayat (5) dalam UU Desa juga
menegaskan bahwa RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Namun,
penelitian ini secara spesifik mengkaji perihal proses penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa). Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana
kemampuan pemerintah Desa dalam menjabarkan dan menyelaraskan RPJM
Desa dalam bentuk Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa). Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa; dimana terdapat salah satu ketentuan pada pasal 34 dalam peraturan
menteri tersebut yang menekankan bahwa penyusunan RKP Desa harus
dilakukan melalui pencermatan ulang terhadap RPJM Desa yang telah

disepakati.

Dalam kaitannya dengan pembangunan Desa, pada pasal 81 ayat (1)

dalam UU Desa menjelaskan bahwa pembangunan Desa dilaksanaan sesuai



dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Artinya, RKP Desa dalam
hal ini menjadi sangat penting karena memuat kebijakan dan program
pembangunan di Desa. Sebab, RKP Desa merupakan suatu pengejawantahan
dari visi misi Kepala Desa yang tertuang dalam RPJM Desa, yang kemudian
telah dirumuskan dan disepakati melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam hal ini, Musrenbangdes juga
merupakan sebuah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan
(stakeholders) untuk membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan
Desa (RKP Desa) pada tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbangdes
bertujuan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan
pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota (Pasal 80 Ayat (3) UU Desa).

Lebih lanjut, berdasarkan pasal 34 dalam PermenDesa No. 21/2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, menyebutkan bahwa penyusuna RKP Desa dilakukan melalui beberapa
tahapan, yakni: 1) pembentukan tim penyusun RKP Desa; 2) pencermatan dan
penyelerasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan Desa; 3)
pencermatan ulang RPJM Desa; 4) penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar
usulan RKP Desa; 5) Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan
daftar usulan RKP Desa; dan 6) musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan

RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Untuk itu, maka tahapan-tahapan penyusunan RKP Desa di atas dapat

dibagi menjadi 5 hal. Pertama, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



menyelenggarakan rapat musyawarah Desa tentang penyusunan RKP Desa,
dimana pada kesempatan ini Kepala Desa juga membentuk tim penyusun RKP
Desa yang dipilih dari perwakilan unsur lembaga masyarakat Desa, yang
kemudian ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Desa. Kedua, setelah
tim penyusun RKP Desa terbentuk, maka tim tersebut secara intens melakukan
rapat koordinasi guna meninjau, mendisikusikan dan mengevaluasi berbagai
aspek yang terkandung dalam penyusunan RKP Desa; hingga pada akhirnya
mereka dapat menyepakati rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa
untuk disampaikan pada forum Musrenbang Desa. Ketiga, pemerintah Desa
menyelenggarakan Musrenbang Desa tahunan dalam rangka sosialisasi
rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa yang telah disusun, serta
menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat guna melakukan perbaikan.
Keempat, setelah melakukan perbaikan terhadap rancangan RKP Desa dan daftar
usulan RKP Desa, kemudian BPD kembali menyelenggarakan Musyawarah
Desa (Musdes) untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa dan
daftar usulan RKP Desa. Kelima, ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan

Desa (Perdes) tentang RKP Desa sesuai dengan tahun yang direncanakan.

Berangkat dari uraian di atas, penelitian ini secara spesifik akan
mengkaji perihal proses atau dinamika yang berkaitan dengan Rapat Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Wee Lima, Kecamatan Wewewa
Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya. Penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui dan mendeskripsikan perihal bagaimana proses rapat RKP Desa
diselenggarakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi dimana sering terjadi

kekeliruan pemerintah Desa dan stakeholder dalam proses rapat RKP Desa.



Sebab, terdapat banyak temuan terdahulu yang juga menggambarkan tentang
proses penyusunan RKP Desa yang berjalan buruk (Alfian, 2017). Mulai dari
partisipasi masyarakat yang lemah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah
sehingga kualitas penyusunan RKP Desa dan penyampaian aspirasi masyarakat
yang kurang maksimal (Ariya Ulva, 2017). Lebih lanjut, berkaitan dengan
rendahnya kualitas RKP Desa yang dihasilkan, hal ini juga dipengaruhi oleh
rendahnya kualitas rapat musyawarah perencanaan penyusunan RKP Desa yang
cenderung berjalan kaku dan bersifat hirarkis atau top down (Muzaqqi, 2013).
Sehingga pada gilirannya mengakibatkan keputusan rancangan RKP Desa dan
daftar usulan RKP Desa yang tidak sesuai dengan usulan dan aspirasi masyarakat

(Raharjo dkk, 2021).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih
lanjut tentang proses Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa
Mata Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.
Penelitian ini menggunakan salah satu dari perspektif 5G dalam studi IImu
Pemerintahan, yaitu perspektif Governance. Sebab, penelitian ini dalam banyak
hal sesuai dengan perspektif Governance yang menekankan pada beberapa
aspek seperti Tata Kelola Pemerintahan, Interaksi Pemerintah dan Non

Pemerintah, dan Tipe-Tipe Pengelolaan Pemerintah.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
pada penelitian ini adalah: “Bagaimana Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa
di Desa Mata Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat

Daya™?

C. Fokus Penelitian
Adapun fokus penelitian dalam Rapat Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) di Desa Mata Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur,

Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu meliputi:

1. Persiapan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa
2. Pelaksanaan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa

3. Hasil Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Akademik
Secara akademik, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan data dan
informasi serta temuan ilmiah yang berkaitan dengan rapat rencana kerja
pemerintah Desa, sehingga dapat menjadi referensi ilmiah dan dapat
dikembangkan oleh peneliti lain yang melakukan penelitian dan kajian
ilmiah sejenisnya.

2. Tujuan Praksis
Secara praksis, hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat menjadi

bahan bacaan bagi masyarakat untuk menambah wawasan tentang rapat



rencana kerja pemerintah Desa dan secara khusus dapat menjadi

rekomendasi bagi pemerintah Desa.

E. Manfaat penelitian
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademik

maupun secara praksis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik
Penelian ini dapat digunakan sebagai informasi dan referensi ilmiah bagi
pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan peneliti sejenis dalam
melaksanakan rapat recana kerja Pemerintah Desa.

2. Manfaat Praktis
Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat dan memberi masukan
kepada peneliti, dalam menambah pengetahuan tentang rapat rencana kerja

pemerintah Desa.

F. Literatur Review

Penelitian ini bukan merupakan satu-satunya penelitian yang
membahas tentang Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa. Berikut adalah
beberapa penelitian terdahulu yang menggambarkan dan mengukur praktik
Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Penelitian olenh Dimas Ivan Cahilla Pratama (2023) yang berjudul
Analisis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Gading Watu Kecamatan
Manganti Kabupaten Gresik Tahun 2022. Penelitian ini menerangkan bahwa
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa menjadi dasar bagi seluruh

dokumen pembangunan Desa. Dalam hal ini, Desa Gading Watu, Kabupaten



Gresik merupakan salah satu Desa mandiri yang membuat RKP Desa
dengan berfokus pada pembangunan infrastruktur Desa. Namun, dalam
penyusunannya masih belum dilakukan secara maksimal utamanya pada
partisipasi rapat dan perspektif selektif bahwa tidak semua aspirasi dari
masyarakat diterima. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek partisipatif, Desa Gading
Watu telah melibatkan seluruh unsur (aparatur, BPD dan masyarakat) untuk
menyusun RKP Desa. Pada aspek transparansi, diwujudkan melalui
penyelenggaraan musyawarah Desa, pemanfaatan website dan menampilkan
banner. Pada aspek selektif, telah menetapkan prioritas pembangunan fisik dan
non-fisik. Aspek akuntabel diwujudkan melalui kegiatan Musrenbangdes,
pembangunan dan pelaksanaan anggaran. Aspek pemberdayaan diwujudkan
melalui upaya meningkatkan keterampilan mayarakat dalam berdagang. Serta
aspek keberlanjutan diwujudkan melalui pelaksanaan rapat evaluasi secara
rutin.

Yayat Rukayat dkk (2021) yang berjudul Koordinasi Kelembagaan
Desa Dalam Penyusunan Perancanaan Pembangunan Di Desa Margaluyo
Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Bandung Barat. Menjelaskan bahwa
kelembagaan Desa memegang peran yang sangat vital dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahan Desa, karena kelembagaan Desa memiliki
fungsi mengakomodir dan menampung aspirasi serta kepentingan
masyarakatnya. Kelembagaan Desa terdiri dari Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lembaga

Adat Desa/Tokoh Masyarakat, Lembaga Kerjasama antar Desa dan Badan



Usaha Milik Desa memiliki peran penting dalam pembangunan yang akan
dilaksanakan oleh Desa. Koordinasi perencanaan pembangunan Desa
merupakan salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap lembaga
yang ada di Desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa.
Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan terutama ditujukan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas
hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan
dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa. Mekanisme koordinasi antar
kelembagaan Desa dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
dilihat dari peran masing-masing kelembagaan Desa tersebut dalam
menjalankan fungsinya. Adapun rencana pembangunan Desa meliputi: 1)
Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa; 2) Bidang pelaksanaan
pembangunan Desa; 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan 4) Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan koordinasi tersebut penyusunan
perencanaan pembangunan Desa dapat terlaksana secara efektif.

Kajian yang dilakukan oleh Muhammad Alvian Nur dkk (2019)
tentang Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Pembuatan Peraturan Desa di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun
Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan
mendeskripsikan Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota
Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berfokus pada kerjasama,
kesatuan tindakan dan komunikasi serta hal-hal yang menjadi faktor

penghambat dalam koordinasi tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini



menunjukkan bahwa koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Kota Bangun Ulu masih belum
optimal. Hal ini karena ditemui beberapa kekurangan dalam proses koordinasi
yang mengakibatkan terhambatnya pembuatan Peraturan Desa seperti peran
Kepala Desa yang jarang hadir dalam musyawarah Desa pembuatan Peraturan
Desa, sering timbulnya perdebatan karena perbedaan persepsi, Sumber Daya
Manusia yang masih kurang pengetahuannya serta masih belum ada yang berani
memberikan ide maupun gagasan. Peraturan Desa yang diuat pada saat itu yaitu
Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Suprastiyo dan Mustaana.
(2018) dengan judul Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Desa (Studi di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten
Bojonegoro). Menjelaskan bahwa dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Desa mesti sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan.
Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Penyusunan
RKP Desa Trucuk belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa. Hal ini terjadi karena penyusunan RKP Desa Trucuk masih mengacu pada
Panduan Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Bojonegoro tahun 2017 yang belum diselasarkan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pembangunan Desa.
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Studi yang dilakukan oleh Sri Mulya Lestari dan Yayuk Eko
Wahyuningsih (2021) yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Studi ini menjelaskan bahwa peran
dan keterlibatan masyarakat untuk pembangunan Desa sangat diperlukan
karena ini dapat dijadikan sebagai suatu kegiatan kerjasama antar pemerintah
Desa dengan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja
pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses perencanaan
pembangunan di Desa Pasi Pinang, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh
Barat sudah sesuai dan dilakukan secara aktif, akan tetapi tidak
mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan,
masyarakat hanya berpartisipasi dalam bermusyawarah untuk rencana
pembangunan.

Penelitian oleh Alfian (2017) yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Bolabulu, Kecamatan Pitu
Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menjelaskan tentang
Musrenbangdes yang tidak berjalan efektif. Musrenbangdes tidak direncanakan
dengan baik sehingga berdampak pada dokumen perencanaan pembangunan
Desa yang dihasilkan. Musrenbangdes yang dilaksanakan merupakan tingkat
terendah atau tahapan awal dari Musrenbangdes yaitu bermula dari
Musrenbangdes yang merupakan pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa, sehingga didapatkan ataupun dihasilkan dokumen
peencanaan pembangunan yang baik, namun dalam pelaksanaanna hasil

Musrenbangdes belum mempunyai landasan  perencanaan yang baik.
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Berdasarkan penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas
pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sudah cukup baik,
sedangkan faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa pendidikan peserta Musrenbangdes.

Penelitian skripsi oleh Munawir Kadir (2016), yang berjudul Analisis
Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Pembangunan Desa. Penelitian ini sekedar mengukur relasi antara pemerintah
Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dari aspek pembuatan peraturan
Desa, pengawasan pelaksanaan peraturan Desa dan pada proses penjaringan
aspirasi masyarakat. Pengkuran terhadap relasi pemerintah Desa dengan Badan
Permusyawaratan Desa juga dilakukan secara umum tanpa memfokuskan pada
ruang dan forum tertentu. Masalah penelitian ini adalah bagaimana hubungan
pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Jenis penelitian ini
tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yuridis
normatif, adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya metode
pengumpulan data yang digunakan adalah obsevasi, wawancara, dokumentasi.
Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun secara
sekunder, lalu kemudian teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan
dengan melalui tiga tahap vyaitu: menjelaskan, menguraikan, dan
menggambarkan.

Penelelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim dan Dadang Mashur
(2017) yang berjudul Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

Dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah
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Kabupaten Indagiri Hilir. Penelitian  menyingkap proses pembangunan
infrastruktur di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten
Indragiri Hilir yang belum terealisasi dengan baik sesuai dengan Rencana
Kegiatan Program Pengembangan Desa Tanah Merah sebagaimana tercantum
dalam dokumen RKPDes Desa Tanah Merah. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam
bidang pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah
Kabupaten Indragiri Hilir belum direalisasikan secara optimal karena
dipengahuri oleh beberapa faktor seperti faktor komunikasi antara stakeholders
yang belum maksimal dan faktor keadaan geografis.

Berangkat dari uraian literatur review di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa: Pertama, secara umum masih mememiliki kesamaan dangan topik
penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena penelitian terdahulu yang
peneliti sajikan di atas masih berhubungan dengan topik penelitian yang
berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua, secara
fokus kajiannya memiliki perbedaan dengan fokus kajian yang dilakukan oleh
peneliti. Karena fokus kajian dari penelitian sebelumnya dalam banyak hal lebih
dikontekskan dengan partisipasi masyarakat, proses demokrasi, implementasi,
efektifitas, koordiansi kelembagaan dan relasi para pemangku kepentingan.
Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti, lebih dikontekskan
pada proses rapat penyusunan rancangan RKP Desa yang mencakup tahap
persiapan, pelaksanaan dan hasil rapat itu sendiri. Ketiga, perbedan selanjutnya
juga berkaitan dengan masalah ruang dan waktu. Dimana penelitian

sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berbeda lokasi

13



dan waktu. Sebab, setiap lokasi penelitian tentu memiliki kondisi yang berbeda-
beda dan karakteristik masyarakat yang berbeda pula, sehingga penelitian ini
akan memiliki karakteristik tersendiri berdarakan situasi dan kondisi di lokasi
penelitian. Selain itu, dari segi waktu penelitian juga berbeda sehingga
mempengaruhi relevansi penelitian berdasarkan masanya masing-masing.
Selanjutnya, kebaruan dari penelitian ini juga terletak pada peraturan
perundang-undangan yang menjadi acuan dalam membahas, menyusun hingga
mengimplementasikan RKP Desa. Dalam hal ini, penelitian terdahulu dalam
banyak hal masih menggunakan Permendagri Nomor 144 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa, sehingga hal ini tentu tidak lagi relevan dengan
perkembangan sekarang, karena sudah ada Permendes PDTT Nomor 21/2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa yang menjadi acuan terbaru dewasa ini dalam melakukan kajian tentang

RKP Desa.

G. Kerangka Konseptual

1. Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
dalam banyak hal telah membawa dampak yang signifikan terhadap prospek
pembangunan di Desa. Dalam UU Desa, menyebutkan bahwa
pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Pasal 1 Ayat 8 UU
Desa). Hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 78 dalam UU Desa, yang
juga menerangkan bahwa orientasi dan tujuan pembangunan Desa yaitu

untuk: meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
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manusia, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi
lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.

Akan tetapi, sebelum melaksanakan pembanguan Desa, maka hal
utama yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa yaitu menyusun
rancangan perencanaan pembangunan Desa, yang disesuaikan dengan
kewenangan Desa dan juga mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota. Kemudian, pada pasal 79 Ayat (2) dalam UU Desa
menyebutkan bahwa rencana pembangunan Desa disusun secara berjangka
yang meliputi: 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM
Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan 2) Rencana Pembangunan
Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Karena penelitian ini bertitik fokus pada proses penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), maka pada pasal 79 Ayat (2b)
dalam UU Desa secara spesifik menegaskan bahwa Rencana Pembangunan
Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu tahun). Dalam
hal ini, maka dapat dimaknai bahwa RPJM Desa dan RKP Desa merupakan
satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dalam rangka perencanaan
pembangunan Desa. Tetapi, RKP Desa pada konteks ini menjadi sangat

penting, kerena merupakan penjelmaan dari RPJM Desa yang
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diartikulasikan secara bertahap setiap tahunnya oleh pemerintah Desa dalam
satu periode masa jabatan Kepala Desa.

Berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa),
hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa. Dimana pada pasal 34 dalam Permendes PDTT tersebut
menjelaskan bahwa penyusunan RKP Desa dilakukan melalui beberapa
tahapan, yaitu meliputi:

a. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;

b. Pencermatan dan penyelerasan rencana kegiatan dan pembiayaan
pembangunan Desa;

c. Pencermatan ulang RPJM Desa;

d. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;

e. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar
usulan RKP Desa; dan

f. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan
daftar usulan RKP Desa.

Tahapan-tahapan dalam penyusunan RKP Desa di atas, tentu saja
melalui berbagai dinamika dan proses seperti musyawarah, rapat
koordinasi, implementasi kegiatan, evaluasi hingga pada penetapan hasil
RKP Desa itu sendiri. Berkaitan dengan ini, Sukasmanto dan Dina Mariana

(2015) menerangkan bahwa proses penyusunan RKP Desa dapat diamati
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mulai dari proses persiapan rapat, pelaksanaan rapat dan hasil rapat RKP

Desa.

2. Persiapan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa
a. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Tim penyusun RKP Desa sebagaimana diatur dalam
Permendes PDTT pada pasal 36 yang menyebutkan bahwa Kepala
Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan
membentuk tim penyusun RKP Desa, yang ditetapkan dengan
keputusan Kepala Desa. Kemudian, tim penyusun RKP Desa paling
sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan komposisi keterwakilan
perempuan paling sedikit 30%. Adapun formasi tim penyusun RKP
Desa yaitu terdiri dari:
1) Pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
2) Ketuatim yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan
mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
3) Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim terpilih; dan
4) Anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan unsur
masyarakat Desa lainnya.
b. Tugas Tim Penyusun RKP Desa
Tugas tim penyusun RKP Desa vyaitu untuk menyusun
rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Tugas tersebut

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

17



1) Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan
pembiayaan pembangunan Desa;

2) Pencermatan ulang RPJM Desa;

3) Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP
Desa; dan

4) Penyusunan rencana kegiatan, serta Desain teknis dan
rencana anggaran kegiatan.

Dari penjelasan terkait persiapan rapat RKP Desa di atas, dapat
disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan RKP Desa maka hal utama
yang perlu disiapkan yaitu: 1) perihal ketersediaan dan kesiapan SDM tim
penyusun RKP Desa; 2) setelah komposisi tim penyusun RKP Desa telah
terpenuhi berdasarkan syarat perundang undangan, maka tim tersebut harus
juga mengetahui tugas dan fungsinya (bila perlu melakukan bimbingan
teknis atau pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan); 3)
memastikan terpenuhinya sarana dan prasaran yang menunjang pelaksanaan
tugas dan fungsinya, seperti komputer/laptop, data base, logistik dan biaya
akomodasi tim; dan 4) meyiapkan format dan dokumen seperti silabus dan
juklak-juknis yang berkaitan dengan penyusunan RKP Desa. Oleh
Karenanya, menurut peneliti, pada tahap persiapan rapat ini koordinasi dan
pembahasan yang dilakukan lebih cenderung berkaitan dengan proses

pemenuhan kebutuhan dan perlengkapan.

Pelaksanaan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa
Menurut Sukasmanto dan Dina Mariana (2015), proses dalam

pelaksanaan rapat RKP Desa secara umum berkaitan dengan proses
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peninjauan, mendiskusikan, mengevaluasi dan menyepakati berbagai aspek
yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam format rancangan RKP
Desa dan daftar usulan RKP Desa. Adapun pembahasan terkait aspek-aspek

tersebut yaitu meliputi:

a. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Potensi Pendapatan Desa
Pada konteks ini, tim penyusun RKP Desa melakukan
pencermatan potensi pendapatan Desa yang diproyeksikan dari
potensi Pendapatan Asli Desa (PADesa), pagu indikatif kelompok
transfer (Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah,
serta Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan
pendapatan lainnya (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang
masuk ke Desa). Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi
pendapatan Desa, untuk mengetahui kemampuan keuangan Desa
dalam membiayai program/kegiatan prioritas pada tahun yang
direncanakan.
b. Penyelarasan Rencana Program/Kegiatan yang masuk ke Desa
Dalam hal ini, tim penyusun RKP Desa melakukan proses
pencermatan, identifikasi dan penyelarasan program/kegiatan dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ke
Desa.
c. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa
Pada aspek ini tim penyusun RKP Desa melakukan proses

pencermatan ulang dan memastikan prioritas program/kegiatan yang
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telah tertuang dalam RPJM Desa pada tahun yang direncanakan sesuai

dengan kondisi faktual Desa dan masyarakat.

d. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Pada konteks ini, tim penyusun RKP Desa mulai melakukan

proses penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa,

dengan mempertimbangkan evaluasi dan rekomendasi dari:

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

Hasil kesepakatan musyawarah Desa;

Dokumen hasi evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya;
Proyeksi pendapatan Desa yang meliputi PADesa, Pagu
Indikatif Desa dan pendapatan lain-lain yang sah;

Rencana program/kegiatan masuk Desa;

Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa;

Hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan

Informasi pembangunan Kabupaten/Kota tahun berjalan.

Dari penjelasan tentang pelaksanaan rapat RKP Desa di atas,

menunjukkan bahwa setidaknya terdapat empat aspek penting yang menjadi

poin pembahasan dalam pelaksanaan rapat RKP Desa, yakni: 1)

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Potensi Pendapatan Desa; 2)

Penyelarasan Rencana Program/Kegiatan yang masuk ke Desa; 3)

Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa; dan 4) Rancangan Penyusunan

RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Menurut peneliti, dalam membahas

kempat poin tersebut tentu saja tidak akan selesai dalam waktu sehari

bahkan seminggu. Sebab, keempat aspek tersebut juga memiliki poin
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pembahasan turunan masing-masing yang lebih rinci. Selain itu, tim
penyusun RKP Desa juga wajib menyesuaikan pembahasan aspek-aspek
tersebut terhadap kaitannya dengan 4 bidang kewenangan Desa, kondisi

Desa dan aspirasi masyarakat.

Oleh karenanya, proses pelaksanaan rapat tersebut dapat
berlangsung secara bertahap, baik itu bersifat rapat koordinasi, rapat kerja
maupun rapat pengambilan keputusan di dalam tim. Tentu saja, rapat-rapat
tersebut pada gilirannya akan bermuara pada hal-hal apa saja yang perlu
dimasukkan dan tidak perlu dimasukkan di dalam format rancangan RKP
Desa dan daftar usulan RKP Desa. Karena itu, menurut peneliti, dalam
dinamika pelaksanaan rapat penyusunan RKP Desa tersebut memungkinkan
terjadinya perdebatan-berdebatan karena perbedaan pandangan diantara tim

penyusun itu sendiri.

Hasil Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa

Hasil rapat RKP Desa yaitu berkaitan dengan daftar rencana
program/kegiatan dan rencana anggaran biaya, yang telah disepakati dan
dituangkan ke dalam format rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP
Desa untuk satu tahun rencana oleh tim penyusun. Selanjutnya, tim
penyusun RKP Desa menyerahkan dokumen rancangan RKP Desa dan
daftar usulan RKP Desa dengan melamprikan berita acara kepada Kepala
Desa untuk diperiksa.

Namun, dokumen rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP
Desa tersebut dapat disetujui atau tidak disetujui oleh Kepala Desa dengan

pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, apabila Kepala Desa tidak menyetujui
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rancangan RKP Desa, maka Kepala Desa dapat meminta tim penyusun RKP
Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan
tidak menambahkan kegiatan baru di luar kesepakatan tim penyusun RKP
Desa. Sedangkan apabila Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa dan
daftar usulan RKP Desa, maka Kepala Desa dapat meminta BPD untuk
menyelenggarakan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa
(Permendes PDTT No. 21/2020, pasal 45 ayat 1 dan 2).

Dari uraian perihal hasil rapat RKP Desa di atas, dapat
disimpulkan bahwa tim penyusun RKP Desa betanggung jawab langsung
kepada Kepala Desa. Dimana rumusan rancangan RKP Desa sangat
bergantung pada persetujuan Kepala Desa. Akan tetapi, tim penyusun,
Kepala Desa berserta jajarannya tidak bisa membuat rancangan RKP Desa
secara semena-mena, karena proses penetapan RKP Desa masih melalui
Musyawarah Desa (Musdes) yang juga melibatkan BPD dan masyarakat,
sehingga peserta Musdes masih dapat memberikan pendapat dan masukan
terhadap rancangan RKP Desa tersebut. Selain itu, rancangan RKP Desa
juga masih melalui peninjauan pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga
semua ini dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan
Desa.Berangkat dari uraian di atas, maka tahapan-tahapan penyusunan RKP
Desa di atas dapat dibagi menjadi 5 hal. Pertama, Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) menyelenggarakan rapat musyawarah Desa tentang
penyusunan RKP Desa, dimana pada kesempatan ini Kepala Desa juga
membentuk tim penyusun RKP Desa yang dipilih dari perwakilan unsur

lembaga masyarakat Desa, yang kemudian ditetapkan berdasarkan surat
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keputusan Kepala Desa. Kedua, setelah tim penyusun RKP Desa terbentuk,
maka tim tersebut secara intens melakukan rapat koordinasi guna meninjau,
mendisikusikan dan mengevaluasi berbagai aspek yang terkandung dalam
penyusunan RKP Desa; hingga pada akhirnya mereka dapat menyepakati
rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa untuk disampaikan pada
forum Musrenbang Desa. Ketiga, pemerintah Desa menyelenggarakan
Musrenbang Desa tahunan dalam rangka sosialisasi rancangan RKP Desa
dan daftar usulan RKP Desa yang telah disusun, serta menyerap aspirasi dan
masukan dari masyarakat guna melakukan perbaikan. Keempat, setelah
melakukan perbaikan terhadap rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP
Desa, kemudian BPD kembali menyelenggarakan Musyawarah Desa
(Musdes) untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa dan
daftar usulan RKP Desa. Kelima, ditindaklanjuti dengan pembuatan
Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa sesuai dengan tahun yang

direncanakan.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan
pendekatan Deskriptif. Menurut Prastowo (2011: 189) metode deskriptif
merupakan cara kerja peneliti dengan cara mendeskripsikan subjek atau
objek berdasarkan fakta-fakta yang ilmiah yang terjadi pada masa kini. Selai
itu, metode deskriptif juga merupakan cara kerja deskriptif yang dilakukan

secara terus menerus atas objek penelitian. Dengan deskriptif kualitatif
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dapat diartikan sebagai aktivitas penyelidikan yang berusaha menjangkau

informasi faktual secara interval.

Sedangkan menurut Ulfatin  (2015: 25) menjelaskan bahwa
penelitian deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk menjelaskan dan
mendeskripsikan mengenai karakteristik dari fenomena yang diteliti. Salah
Satu ciri dari metode ini adalah bersifat naratif dan umumnya digunakan

untuk menjawab pertanyaan tentang what, how, dan why.

Dalam hal ini, maksud dari penelitian kualitatif deskriptif adalah
mengungkapkan fakta dan kondisi di lapangan secara detail dan terperinci
mengenai permasalahan yang hendak diteliti. Oleh karena itu, melalui
penelitian kualitaif deskriptif ini persoalan yang hendak diteliti adalah
tentang bagaimana Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Mata
Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.
Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi objek
penelitian. Objek penelitian adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar
kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya, objek dalam penelitian
kualitatif disebut social situation atau situasi sosial yang terdiri dari tiga
elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis
(Sugiyono, 2007: 49).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan unit analisis yang

dilakukan untuk mengumpulkan data sebagai berikut:
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a. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Mata Wee Lima, Kecamatan
Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
b. Objek Penelitian
Objek penelitian adalah masalah yang diteliti oleh peneliti yaitu
terkait dengan proses Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa.
c. Subjek Penelitian
Subyek penelitian adalah narasumber atau informan yang akan
memberikan data atau informasi mengenai permasalahan atau obyek
yang diteliti. Subyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Adapun daftar
informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1. Daftar Informan Penelitian

No. NAMA USIA | PENDIDIKAN JABATAN

1. | Yosep Tamo Ama 41 SLTA Kepala Desa

2. | Yakobus Ngongo Bili 43 SLTA Sekretaris Desa

3. | David Dede Bili 39 SLTP Kepala Dxf:n Bonnu

4. | Alosius Ngongo Paila 40 SLTP Kepala Seksi

Pembangunan

5. | Agustinus Umbu Pati 40 SLTA Ketua BPD

6. | Dionisius Dairo Bili 38 SLTA Anggota BPD

7. | Longginus Tamo Ama 56 SLTA Tokoh Masyarakat

8. | Adianus Ngongo o5 SLTA Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa

% ?:Irl;“a” Yosep Dapa| oy SLTA Tokoh Pemuda

10 | Maria Lusia Kii 37 SLTA Pengurus PKK

11. | Melkianus Ngongo 42 sD Kepala Dusun Bondo

Wolla Wollo
12. | Fabianus Lessu 36 S-1 Tokoh Masyarakat

(Sumber: Informasi langsung di lokasi penelitian).
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3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai
berikut:
a. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti
melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk
melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduan, 2004: 104). Metode
observasi seringkali diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan
secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian.
Teknik obsevasi sebagai pengamatan dan pencatatan hendaknya
dilakukan pada subjek yang secara aktif mereaksi terhadap objek.
Dalam konteks ini peneliti hendak mencari tahu dan
mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan proses dan dinamika Rapat
Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Mata Wee Lima, Kecamatan
Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.
b. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu.
Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung untuk
mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data
yang dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti. Tujuan wawancara
sendiri adalah mengumpulkan data atau informasi (keadaan,
gagasan/pendapat, sikap/tanggapan, keterangan dan sebagainya) dari

suatu pihak tertentu (Lexy J Meleong, 1991: 135).
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Dalam penelitian ini, peneliti hendak mewawancarai beberapa
informan seperti pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat yang
sekiranya dapat memberikan informasi dan data terkait dengan proses
Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Mata Wee Lima,
Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui
peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip termasuk juga buku-
buku tentang pendapat, teori atau surat kabar atau majalah dan lain-lain

yang berhubungan dengan masalah yanga diteliti (Nawawi, 1990: 80).

4. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan Teknik analisis
data menurut sutaryo (2005:16), teknik yang digunakan dalam menganalisis
data menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang di peroleh dari
penelitian dilaporkan apa adanya, dianalis dan dipaparkan secara deskriptif
untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab
pertanyaan pada rumusan masalah.
Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 338) yang meliputi:
a. Reduksi Data
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah
direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari
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bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses penggabungan dan
penyeragaman segala bentuk data yang di peroleh menjadi satu bentuk
tulisan yang akan dianalisis.

. Penyajian data

Penyajian data merupakan pembagiam pemahaman peneliti tentang
hasil penelitian. Penyajian data mempermudah peneliti dalam melihat
gambaran secara keseluruhan dari penelitian. Pada penelitian ini,
penyajian data yang digunakan pada data yang telah direduksi yaitu
disajikan dalam bentuk naratif yang didukung oleh dokumen-dokumen,
tabel, foto maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.
Penarikan kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian
analisis data kualitatif. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema,
hubungan perasaan hal-hal yang sering timbul yang dituangkan dalam
kesimpulan. Dalam penelitian ini, pengambilan kesimpulan dilakukan
dengan pengambilan intisari dari seangkaian kategori hasil penelitian

berdasarkan wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian.
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BAB Il

PROFIL DESA

A. Sejarah Pembentukan Desa Mata Wee Lima

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Desa Mata Wee Lima
termasuk salah satu perkampungan dari Desa Wee Limbu dengan Kepala
Kampung pertama waktu itu adalah Rato Umbu Pati. Pada jaman Hindia
Belanda struktur pemerintahan diatur secara berjenjang mulai dari Rato/ Ketua
Adat dan dibantu oleh beberapa Kepala Oma/ Kepala kampung yang berada di
lahan perkebunan. Kemudian seiring bergulirnya waktu Desa Wee Limbu
mekar menjadi beberapa Desa salah satunya Desa Mata Pyawu yang kemudian
mekar lagi menjadi Desa Wee Lima. Sampai pada akhirnya tahun 2010 muncul
para Tokoh yang menggagas berdirinya Desa Mata Wee Lima, yakni: Paulus
Ngongo Paila Bili, Yosef Bulu Paila, Longginus Tamo Ama, Melkianus
Ngongo Wolla, Yosef Bili Ngara, Alfonsus Dapa Talu, Andreas Lede Bobo,
Martinus Umbu Wopa, dan Yosef Tamo Ama.

Setelah melalui sebuah proses yang panjang dalam kurun waktu 5
tahun akhirnya pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31
Desember 2016 Desa Mata Wee Lima resmi berdiri sendiri sebagai sebuah Desa
persiapan. Kepala Desa pada masa persiapan ini/ PLH adalah Longginus Tamo
Ama. Tepat pada tanggal 11 November 2016 diselenggarakan pemilihan
serentak Kepala Desa sebanyak 54 dessa, se-Kabupaten Sumba Barat Daya
sehingga, terpilihlah Yosep Tamo Ama sebagai Kepala Desa pertama.

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 Desa Mata Wee Lima resmi mejadi
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Desa defenitif dan menjadi bagian dari Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten

Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

. Visi dan Misi Desa Mata Wee Lima

Visi Desa Mata Wee Lima merupakan gambaran besar, cita-cita dan
tujuan utama yang lahir berdasarkan hasil identifikasi masalah dan potensi
Desa. Visi akan menjadi landasan, patokan dan penunjuk arah Desa selama 6
tahun. Segala macam bentuk kebijakan, program dan kegiatan berlandaskan visi
Desa. Mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des),
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) dan kegiatan pemerintah Desa.
Dalam menjalankan proses pembangunan Desa Mata Wee Lima memiliki visi
yaitu: “Memberdayakan Desa Mata Wee Lima Menuju Masyarakat Yang
Berkecukupan Dalam Segala Segi Kehidupan.”

Visi Desa Mata Wee Lima kemudian dijabarkan kedalam misi. Misi
menjadi langkah-langkah kongkrit yang akan ditempuh Desa untuk mencapai
visi. Sama seperti visi proses penetapan misi dilakukan dengan menggunakan
pendekatan partisipatif dan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Desa
Mata Wee Lima. Misi Desa Mata Wee Lima adalah berikut:

1. Melaksanakan pembagunan berbasis pertanian.

2. Melaksanakan pembangunan infrastruktur/ sarana pelayanan publik.

3. Menciptakan lapangan kerja pada sektor perindustrian, perdagangan,
koperasi dan UKM serta membuka peluang investasi.

4. Memperkuat sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non
formal.

5. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.
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6. Melestarikan dan mengoptimalkan potensi alam.

7. Seni budaya sebagai objek wisata Desa.

8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
9. Meningkatkan pelayanan dan kualitas aparatur Desa.

10. Peningkatan sektor peternakan.

C. Pemerintah Desa Mata Wee Lima

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Perangkat Desa Mata Wee Lima terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi
Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala
Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Administrasi dan Kepala-kepala
Dusun. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam menjalankan tugas tersebut Kepala

Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
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Bagan 2.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mata Wee Lima

Badan Permusyawara Desa

Kepala Desa

Yosef Tamo Ama

Sekretaris Desa

Yakobus Ngongo Bili

[ I I [ [ I
Kasi Kasi Kasi Kaur Keuangan Kaur Umum Kaur
Pemerintahan Pembangunan Kesejahteraan Administrasi
. ] Rakyat Paskalis Umbu Martinus
Yosep Bili Alosius _ _ - Pati Umbu Wopa Mateus Nono
Ngara Ngongo Paila Veronika Bili Bili
Kadus | Bonnu Ate Kadus Il Bondo Winno Kadus Il Kamou
David Lede Bili Melkianus N. Wolla Dominggus Kadiwanno
(Sumber: Profil Desa Mata Wee Lima)
D. Badan Permusyawaratan Desa Mata Wee Lima

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mata
Wee Lima merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dusun yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa
keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung
sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji. Badan Permusyawaratan Desa
mempunyai fungsi. Pertama, membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Kedua, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat Desa. Badan

Dalam menjalankan fungsi ini
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Permusyawaratan Desa Desa Mata Wee Lima menggunakan berbagai macam
forum baik formal maupun informal. Ketiga, melakukan pengawasan kinerja
Kepala Desa. Keempat, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Desa. Kelima, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Keanggotaan Badan

Permusyawaratan Desa Desa Mata Wee Lima berjumlah 7 orang.

Tabel 2.1. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Mata Wee Lima

No Nama Jabatan
1 | Agustinus Umbu Pati Ketua

2 | Andreas Umbu Robaka Sekretaris

3 | Dionisius Dairo Bili Anggota

4 | Emanuel Bulu Bili Anggota

5 | Lukas Lede Bili Anggota

6 | Bertolomeus Bili Ngongo Anggota

7 | Herlinda Goretti Ndua Anggota

Sumber: Dokumen Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mata Wee Lima

E. Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga dan Rukun Tetangga Desa
Mata Wee Lima
Rukun Warga (RW) merupakan lembaga kemasyarakatan yang di
dalamnya terdiri dari beberapa kelompok Rukun Tetangga (RT). Sedangkan RT
adalah lembaga kemasyarakatan yang menghimpun beberapa kepala keluarga
di dalam suatu wilayah Desa. Kedua lembaga ini dipimpin oleh seorang ketua
yang dipilih secara musyawarah mufakat. Lembaga RW dan RT Desa Mata
Wee Lima menjadi mitra pemerintah Desa dan mejadi sarana untuk memelihara
dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berlandaskan gotong
royong dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas
pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan.
Lembaga RW dan RT dalam menjalankan tugas memiliki fungsi

berikut. Pertama, pendataan kependudukan dan pelayanan adminstrasi
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pemerintahan di wilayah masing-masing. Kedua, memelihara kerukunan hidup
dan budaya gotong royong di wilayah masing-masing. Ketiga, sebagai wadah
pembuatan gagasan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan
swadaya murni masyarakat. Keempat, sebagai wadah partisipasi masyarakat.
Kedua lembaga ini menjadi lembaga perantara masyarakat dengan pemerintah
Desa. Melalui lembaga RW dan RT masing-masing masyarakat akan
menyampaikan aspirasi, kepentingan dan persoalan yang dihadapi di wilayah

masing-masing.

Tabel 2.2. Daftar RW Desa Mata Wee Lima

No Nama RW Nama Ketua

1. |[RW1 Dede bili

2. |RW2 Mikael Nono

3. |RW3 Stepanus Bili Umbu Wosa
4. |RW4 Melkianus Dede Ngara

5. |RW5 Agustinus Tamo Ama

6 RW 6 Lukas Dairo Bili

Sumber: Data Pemerintah Desa Mata Wee Lima 2023

Tabel 2.3. Daftar RT Desa Mata Wee Lima

No Nama RT Nama Ketua
1. |RT1 Bora Bulu

2. |RT2 Gerson Bulu Dappa
3. |RT3 Umbu Wokura

4. |RT4 Bernardus Bili Ngongo
5. |RT5H Yosep Ngongo Lede
6. |RT6 Lukas Lede Bili

7. RT7 Petrus Bili Peka

8. |RTS8 Nono Bili

9. RT9 Bulu Bili

10. | RT 10 Sebastian Buka Lede
11. |RT 11 Yosep Bora Lalo

12. | RT 12 Yosep Lede

Sumber: Data Pemerintah Desa Mata Wee Lima 2023
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F. Geografis Desa Mata Wee Lima

Desa Mata Wee Lima terletak di Kecamatan Wewewa Timur,
Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Desa Mata Wee Lima
terletak pada ketinggian 741 M di atas permukaan laut, dan pada arah timur dari
pusat kota Kabupaten Sumba Barat Daya. Jarak Desa Mata Wee Lima dengan
pusat Kabupaten Sumba Barat Daya kurang lebih 53 KM dan jarak lbu Kota
Provinsi adalah 634,1 KM. Letak Desa Mata Wee Lima 12 KM ke arah utara
pusat Kecamatan Wewewa Timur. Secara administratif Desa Mata Wee Lima
dibatasi oleh Desa Wanno Talla sebelah utara, Desa Wanno Kaza sebelah
timur, Desa Wee Lima sebelah barat, dan sebelah selatan Huta Poronumbuh.
Untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikan peta yang menggambarkan
batas-batas wilayah administatif dari Desa Mata Wee Lima.

Desa Wee Lima merupakan sala satu Desa dengan luas wilayah 20,50
KM persegi. Dari luas wilayah tersebut terbagi dalam 3 dusun, 6 RW dan 12
RT. Desa Mata Wee Lima sebagai Desa yang memiliki luas wilayah yang paling

kecil di kecamata Wewewa Timur.

G. Demografi Desa Mata Wee Lima
1. Jumah Penduduk Berdasarkan Umur
Berdasarkan data RPJM Desa Tahun 2017-2022 jumlah penduduk
Desa Mata Wee Lima secara keseluruhan adalah 1.654 jiwa. Jumlah ini
tergolong dalam 460 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah penduduk tersebut
jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin maka penduduk berjenis
kelamin laki-laki berjumlah 800 Orang dan perempuan berjumlah 854

Orang.
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Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No Umur Laki-laki | Perempuan | Jumlah
1 | 0-11 Tahun 10 30 40
2 | 1-4Tahun 30 60 90
3 | 5-14 Tahun 140 185 325
4 | 15-39 Tahun 200 300 500
5 | 40-64 Tahun 250 250 500
6 | 65 Tahun keatas 170 29 199
Jumlah 800 854 1.654

Sumber data: RPJMDes 2017-2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa
Mata Wee Lima berada pada usia produktif yaitu 15-39 tahun dan 40-64
tahun dibandingkan dengan usia muda dan usia tua. Dari usia tersebut
menunjukkan bahwa Desa Mata Wee Lima memiliki sumber daya manusia
yang memadai jika dilihat dari segi umur masyarakat. Dengan memiliki,
sumber daya manusia yang memadai tentu saja menjadi modal pemerintah
Desa untuk memanfaatkan potensi-potensi ekonomi maupun sumber daya
alam yang dimiliki supaya masyarakat memiliki peluang kerja yang lebih
besar.
. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat di suatu wilayah merupakan salah
satu hal penting untuk melihat bagaimana tingkat kualitas sumber daya
manusia yang dimiliki oleh masyarakat di suatu wilayah. Desa Mata Wee
Lima berada di daerah yang kurang memadai sarana dan prasarana
pendidikan. Tentu saja dengan kurang memadainya sarana dan prasarana
pendidikan masyarakat juga kurang menempuh pendidikan dengan berbagai

keterbatasan. Adapun tingkat pndidikan masyarakat Desa Mata Wee Lima
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kurang memadai, peneliti membuat dalam bentuk tabel untuk lebi jelas

tingkat pendidikan masyarakat Desa Mata Wee Lima.

Tabel 2.5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Mata Wee Lima

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 | Belum sekolah 150

2 | Tidak tamat SD 550

3 | Tamat SD 460

4 | Tamat SMP 265

5 | Tamat SMA 215

6 | Akademik/ PT 14

Jumlah 1.654

Sumber: RPJIMDes Tahun 2017-2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan
masyarakat Desa Mata Wee Lima masih sangat renda, jika dilihat dari
jumlah penduduk Desa Mata Wee Lima 1654 jiwa. Dari jumlah tersebut
masyarakat Desa Mata Wee Lima yang tidak tamat SD berjumlah 550
orang, tamat SD berjumlah 460 orang, tamat SMP berjumlah 265 orang,
tamat SMA berjumlah 215 orang, akademik/sarjanaberjumlah 14 orang.
Dari jumlah tersebut masyarakat Desa Mata Wee Lima yang tidak tamat
sekolah dasar (SD) lebih banyak dibandingkan yang tamat SMA dan
sarjana.

Pekerjaan/ Mata Pencaharian

Pekerjaan / mata pencaharia adalah suatu upaya yang dilakukan oleh

masyarakat untung menggantungkan nasibnya. Dengan bekerja maka ia aka

mendapatkan keuntungan yang dapat menghidupi dirinya sendiri maupun
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keluarga. Jika dilihat pada mata pencaharian masyarkat Desa Mata Wee

Lima memiliki banyak jenis pekerjaan.

Tabel 2.6. Daftar Pekerjaan Masyarakat

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah

1 Petani 750 orang
2 Peternak 120 orang
3 PNS 20orang

4 Guru Swasta 25 orang
5 Pengusaha 80 orang
6 Pengausaha Jasa Transportasi 55 orang
7 Belum Berkerja 544 orang
8 Bidan 25 orang
9 Dukun Terlatih 20 orang
10 | Pensiun 15 orang

Jumlah 1.654 orang

Sumber: RPJIMDes 2017-2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa jenis pekerjaan masyarakat Desa
Mata Wee Lima beranekaragam yang walaupun beberapa pekerjaan tidak
diisi oleh masyarakat tetapi hampir di semua sktor diisi oleh masyarakat.
Dari data diatas masyarakat banyak bekerja sebagai petani dibandingkan
dengan sektor lain yang diminati oleh masyarakat. Masyarakat Desa Mata
Wee Lima sumber daya manusianya masih sangat rendah dibandingkan
dengan Desa lain, sehingga ini masih menjadi tanggung jawab besar
pemerintah bagaimana mendorong/ mendukung masyarakat untuk terus

berjuang meningkatkan sumber daya manusia.
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H. Ekonomi dan Sosial Desa Mata Wee Lima
1. Keadaan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi Desa Mata Wee Lima pada Tahun 2016-
2022 secara umum mengalami perubahan walaupun belum terlalu
segnifikan. Lemahnya laju pertumbuhan peningkatan ekonomi ini di
pengaruhi oleh faktor peredaran keuangan dan dilandasi krisis moneter yang
hingga kini belum brakhir yang turut mempengaruhi daya beli masyarakat.
Nilai jual yang di peroleh masyarakat tidak sebanding dengan nilai
kecil berdasarkan topografi yang dimiliki oleh Desa Mata Wee Lima, maka
komoditi unggulan yang di andalkan Desa Mata Wee Lima adalah komoditi
pertanian yakni: jagung ladang, bahwa 98% penduduk Desa Mata Wee
Lima bermata pencaharian sebagai petani yang mengerjakan area ladang.
2. Keadaan Sosial
Penduduk Desa Mata Wee Lima mempunyai mata pencaharian
utama ptani dan sebagian kecil mempunyai mata pencaharian sebagai:
Guru, PNS, Tukang. Tingkat pendidikan 15%, diploma, 20% SMA, 30%
SMP, 50% SD, hal ini di sebabkan oleh tingkat ekonomi yang rendah dan
tinkat kesehatan masyarakat yang belum memenuhi standar kesehatan

karena tingkat kesakitan sangat tinggi yaitu 40% per tahun.
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BAB Il

RAPAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. Persiapan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa

Dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau
yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), tentu
memiliki mekanisme dan prosedural sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, memiliki pedoman serta petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis (juklak-juklik) tertentu. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir
terjadinya  kekeliruan, menghindari terjadinya maladministrasi  dan
penyelewengan dalam menyusun RKP Desa. Dengan demikian, RKP Desa
yang disusun oleh Desa benar-benar dapat sesuai dengan dokumen dan format
yang dibakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
guna terciptanya rumusan RKP Desa yang memiliki kepastian hukum dan dapat
dipertanggujawabkan oleh Kepala Desa dan jajarannya (pemerintah Desa).
Adapun proses dan sistematika dalam penyusunan RKP Desa secara umum
dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan rapat, pelaksanaan
rapat dan hasil rapat RKP Desa.

Berkaitan dengan tahap persiapan dalam penyusunan RKP Desa,
pertama-tama pemerintah Desa berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) untuk menyelenggarakan Rapat Musyawarah Desa dalam rangka
membahas penyusunan RKP Desa. Untuk itu, dalam temuan peneliti, hal serupa
juga dilakukan oleh Kepala Desa Mata Wee Lima. Hal ini dituturkan oleh

Yosep Tamo Ama selaku Kepala Desa Mata Wee Lima, yakni:
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“Sebelum kita mulai menyusun RKP Desa, pasti ada rapat
koordinasi dan rapat musyawarah dulu dengan semua pemangku
kepentingan di Desa. Karena secara aturan itu RKP Desa harus
disusun mulai dari bulan Juli, makanya sekitar minggu terakhir
bulan Juni itu saya sudah berkoordinasi dengan ketua BPD untuk
segera melakukan rapat musyawarah Desa dengan mengundang
tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga masyarakat. Dan puji
Tuhan, pada minggu pertama bulan Juli kita sudah melakukan
Rapat Musyawarah”.
Dari penuturan Kepala Desa Mata Wee Lima di atas, menjelaskan tentang
beberapa hal. Pertama, melakukan koordinasi dengan Ketua BPD agar segera
menyelenggarakan rapat musyawarah Desa untuk membahas perencanaan
penyusunan RKP Desa; kedua, dalam hal ini Kepala Desa memahami betul
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah Desa
untuk segera menyusun RKP Desa mulai dari bulan Juli, dan ini telah dilakukan
sebagaimana mestinya; ketiga, rapat musyawar Desa tersebut juga menekankan
perlunya partisipasi dari perwakilan unsur masyarakat Desal. Dalam hai ini,
peneliti memandang bahwa ketiga hal yang telah dilakukan di atas merupakan
bagian dari proses persiapan rapat penyusunan RKP Desa.

Selain itu, karena proses penyusunan RKP Desa juga harus sesuai
dengan mekanisme dan syarat-syarat administratif, maka hal tersebut juga perlu
dipersiapkan secara matang oleh pemerintah Desa selaku fasilitaor rapat RKP
Desa. Sejalan dengan itu, Yakobus Ngongo Bili selaku Sekretaris Desa Wee
Lima menyampaikan bahwa:

“Ya kitakan mesti paham bahwa dalam rapat penyusunan RKP
Desa itu sudah ada aturan-aturan yang berlaku. Maka dalam hal

administratif, saya selaku Sekdes saat itu sudah menyiapkan
presensi rapat, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa

! perwakilan unsur masyarakat Desa yang dimaksud dalam rapat musyawarah peyusunan RKP Desa
yaitu meliputi: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan
budaya, keterwakilan wilayah; serta organisasi, komunitas dan lembaga kemasyarakatan yang ada
di Desa. (Baca: Permendes PDTT No. 21/2020, pasal 36).
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sebelumnya, format surat ketetapan dan draf berita acara rapat,
menyiapkan daftar pembahasan rapat, serta kerangka notulis
sehingga apa yang dibahas dalam rapat itu bisa ditampung dan
diarsipkan. Pokoknya harus sesuai dengan mekanisme dan
petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten™.
Dari pemaparan Sekretaris Desa (Sekdes) di atas, menunjukkan bahwa
pemerintah Desa dalam hal ini Sekdes juga telah menyiapkan berbagai syarat-
syarat administratif yang dibutuhkan lebih dahulu sebelum rapat musyawarah
penyusunan RKP Desa diselenggarakan. Apa yang disampaikan oleh Sekdes di
atas seperti menyiapkan presensi, dokumen RPJMN dan dokumen RKP Desa
sebelumnya, format surat ketetapan rapat, draf berita acara rapat, daftar
pembahasan rapat dan kerangka notulensi, menurut peneliti semua itu merupaka
hal-hal penting yang dibutuhakan dalam proses rapat RKP Desa. Terutama yang
berkaitan dengan ketetapan rapat, berita acara dan notulensi rapat sangat
penting disiapkan karena isian dari berkas tersebut akan menjadi pedoman bagi
Pemdes dan tim penyusun RKP Desa dalam menyusun RKP Desa.

Namun, peneliti memandang bahwa terjadi kekeliruan dalam
menyiapkan berkas-berkas tersebut. Dalam hal ini, peneliti memandang bahwa
tidak semua berkas tersebut menjadi kewajiban yang harus disiapkan oleh
Pemdes. Sebab, yang merupakan penyelenggara rapat musyawarah pada
konteks ini adalah BPD. Sehingga menurut peneliti, Dalam hal administratif,
Pemdes selaku fasilitaor hanya perlu menyiapkan daftar pembahasan rapat RKP
Desa, serta menyiapkan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa sebelumnya
karena ini juga akan menjadi poin pembahasan dalam rapat tersebut. selain itu,

hal-hal yang perlu difasilitasi oleh Pemdes adalah tempat, biaya dan logistik dan

perlengkapan teknis lainya yang dibutuhkan.
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Sedangkan berkas-berkas seperti presensi, undangan rapat, berita
acara dan ketetapan rapat serta yang menjadi notulensi semestinya menjadi
kewajiban yang disiapkan oleh BPD selaku penyelenggara kegiatan. Karena
jika semuanya justru disiapkan oleh Pemdes, menurut peneliti, maka pada
konteks ini justru dapat melemahkan peran BPD itu sendiri—yang hanya
sekeder menjadi pembuat undangan dan pembuka Rapat Musyawarah semata.
Berkaitan dengan hal itu, kemudian ungkapkan oleh Agustinus Umbu Pati
selaku Ketua BPD Wee Lima bahwa:

“Kalau tentang maknisme penyusunan RKP Desa yang pastinya
kita tidak akan keluar dari rel atau aturan yang berlaku. Artinya,
jadi sebelum pelaksanaan rapat musyawarah tentang penyusunan
RKP Desa itu, BPD selaku penyelenggara pasti harus
mempersiapkan kebutuhan terkait untuk pelaksanaan rapatnya.
Biasanya yang BPD siapkan itu mulai dari membuat dan
membagikan surat undangan dengan menentukan siapa-siapa saja
yang terlibat, serta menyiapkan siapa yang akan menjadi notulen
untuk mencatat semua hal yang akan dibahas dan disepakati
dalam rapat itu. Tapi dalam persiapan terkadang tidak sesuai juga
dengan mekanisme, ini karena kurangnya alat-alat teknologi dan
juga karena faktor sumber daya manusia yang sangat terbatas.
Makanya hal-hal yang tidak dapat disiapkan oleh BPD, akhirnya
itu disiapkan oleh Pemdes demi menyukseskan agenda rapat
penyusunan RKP Desa”.
Dari pernyataan BPD di atas, sejatinya BPD memahami akan tugas dan
perannya selaku penyelenggara rapat musyawarah penyusunan RKP Desa.
Namun, dalam hal mempersiapkan segala kebutuhannya, mereka mengalami
keterbatasan sarana teknologi terutama laptop/komputer, serta kurangnya SDM
di dalam internal BPD. Sehingga dalam temuan peneliti, hal ini juga cukup
mempengaruhi kinerja BPD dalam mempersiapkan rapat musyawarah

penyusunan RKP Desa menjadi kurang maksimal. Karena dari segi persiapan,

dalam banyak hal justru diinisiasi oleh Pemdes. Hal ini dapat dilihat apa yang
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dipersiapkan olen BPD yang hanya sekedar membuat dan membagikan
undangan rapat dan notulensi rapat semata.

Untuk itu, menurut peneliti, rapat musyawarah untuk membahas
perencanaan penyusunan RKP Desa tidak akan dapat berlangsung dengan baik
tanpa adanya persiapan-persiapan yang matang dari pemerintah Desa selaku
fasilitator dan BPD selaku penyelenggara. Sehingga hal ini memerlukan adanya
koordinasi antara Pemdes dan BPD untuk mengonsepkan dan menjadwalkan
waktu rapat musyawarah secara tepat, tetapi tidak melewati waktu yang telah
ditargetkan dalam peraturan perindang-undangan yaitu bulan Juli. Selain itu,
BPD harus membuat dan membagikan undangan rapat kepada semua pemangku
kepentingan (stakeholder) paling lambat tiga hari sebelum jadwal musyawarah
yang ditentukan. Kemudian Pemdes selaku fasilitator harus menyiapkan segala
kebutuhan (biaya, logistik, tempat, dll) dan perlengkapan teknis (proyektor,
ATK, laptop/komputer, printer untuk print ketetapan rapat dan berita acara, dll).
Selain itu, karena dalam pelaksanaan rapat musyawarah penyusunan RKP Desa
akan membahas dan meninjau RPJM Desa dan mengevaluasi RKP Desa tahun
sebelumnya, maka dokumen dan format yang berkaitan dengan itu perlu juga
disiapkan oleh pemerintah Desa.

Namun, dalam temuan peneliti lebih lanjut, nampaknya masih
terdapat miskomunikasi antara Pemdes dan BPD dalam tahap persiapan rapat
RKP Desa tersebut. Adapun miskomunikasi yang dimaksudkan yaitu berkaitan
dengan penentuan waktu rapat RKP Desa. Berkitan dengan adanya
miskomunikasi tersebut kembali disampaikan oleh Agustinus Umbu Pati selaku

Ketua BPD Wee Lima, yakni:
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“Memang awalnya sempat terjadi salah paham antar BPD dan
Pemdes terkait dengan penentuan waktu rapat. Karena pada saat
itu Kepala Desa secara tiba-tiba menghubungi saya agar BPD
segera menyelenggarakan Rapat RKP Desa pada minggu
berikutnya, tepat pada awal bulan Juli. Tapi saat itu saya
merasakan seperti ada keganjalan, seakan-akan BPD ini diatur-
atur dan diperintah semaunya Kepala Desa saja. Padahal kami di
BPD juga sudah melakukan rapat internal untuk menyiapkan
rapat penyusunan RKP Desa. Jadi seharusnya saat Kepala Desa
menghubungi saya waktu itu bukan sifatnya memberikan
perintah, tetapi menanyakan atau berkoordinasi dulu apakah BPD
sudah menyiapkan agenda rapatnya atau belum, lalu dia
memberikan usulan waktunya”.
Dari pernyataan BPD di atas, menunjukkan bahwa miskomunikasi yang terjadi
antara Pemdes dan BPD tersebut yaitu perihal penentuan waktu rapat, yang
dalam penilaian BPD seakan-akan waktu tersebut berdasarkan kemauan Kepala
Desa yang harus BPD sesuaikan, bukan karena atas dasar kesepakatan bersama
atau usulan waktu dari BPD selaku penyelenggara rapat musyawarah Desa.
Dalam temuan peneliti, hal inilah yang kemudian memicu terjadinya
kesalahpahaman antara Pemdes dan BPD. Menurut peneliti, dalam hal ini BPD
benar karena secara kelembagaan mereka setara dengan Pemdes dalam konteks
pemerintahan Desa, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewenangannya
BPD bukan merupakan bawahan Kepala Desa atau pemerintah Desa. Tapi
dilain sisi, Kepela Desa juga dalam hal ini tidak salah, karena melihat BPD
belum melakukan tindakan makanya ia upaya untuk mendorong percepatan
pelaksanaan Rapat musyawarah tersebut sesuai dengan target, hanya saja pola
komunikasinya yang terkesan bersifat perintah bukan koordinatif.
Oleh karenanya, terlepas dari miskomunikasi dan kekeliruan dalam

proses menyiapkan penyelenggaraan rapat musyawarah perencanaan

penyusunan RKP Desa, namun secara umum peneliti melihat bahwa proses
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dalam tahap persiapan rapat tersebut telah diselenggarakan sesuai dengan waktu
yang ditargetkan. Menurut peneliti yang perlu diperhatikan dalam konteks ini
yaitu perihal sinergitas antara Pemdes dan BPD, terutama berkaitan dengan pola
komunikasi dan koordinasi diantara kedua lembaga tersebut agar kedepannya
lebih optimal dan maksimal.

Lebih lanjut, menurut peneliti, apabila sedari awal terdapat proses
koordinasi kelembagaan yang matang diantara Pemdes dan BPD, maka
miskomunikasi dan kekeliruan seperti yang disebutkan di atas tidak mungkin
terjadi. Artinya, agar sinergitas kelembagaan antara Pemdes dan BPD dapat
berjalan dengan baik, maka hal ini dapat dimulai dengan menciptakan pola
komunikasi dan koordinasi kelembagaan yang intens dan dinamis diantara
keduanya. Sebab, interaksi diantara keduanya tidak bisa dipisahkan dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan Desa, begitu juga dengan hal-hal yang
berkaitan dengan musyawarah di Desa. Namun, jika interaksi atau relasi
diantara kedua lembaga tersebut kurang dinamis, maka dapat dipastikan bahwa

dinamika penyelenggaraan pemerintahan Desa akan berjalan kurang maksimal.

B. Pelaksanaan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa
Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa) dewasa ini, dalam banyak hal berpedoman pada ketentuan yang diatur di
dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Permdendes PDTT) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dimana pada
pasal 22 ayat (4) dalam Permendes PDTT menyebutkan bahwa RKP Desa akan

mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan paling lambat pada akhir
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bulan September tahun berjalan. Kemudian, RKP Desa yang telah disusun pada
gilirannya ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) dan disepakati atau
disetujui bersama BPD. Oleh karenanya, sebagai tahapan awal perlu dilakukan

rapat musyawarah tentang perencanaan penyusunan RKP Desa.

Dalam temuan peneliti, proses penyusunan RKP Desa di Desa Wee
Lima sudah sesuai dengan ketentuan Perdes PDTT di atas. Hal ini dilihat dari
pelaksanaan rapat musyawarah terkait penyusunan RKP Desa di Desa Wee
Lima yang telah diselenggarakan pada tanggal 4 Juli 2022, dimana pelaksanaan
rapat tersebut merupakan tahap awal dalam rangkain penyusunan RKP Desa.
Berkaitan dengan pelaksanaan rapat tersebut, juga dipaparkan oleh Dionisius

Dairo Bili selaku anggota BPD Wee Lima bahwa:

“Sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang disampaikan oleh
Pemdes melalui Kepala Desa kepada BPD untuk segera
menyelenggarakan rapat musyawarah pembahasan penyusunan
RKP Desa pada minggu pertama bulan Juli, maka itu semua
sudah dilakukan oleh BPD selaku penyelenggara yang kebutuhan
dan perlengkapan rapatnya juga difasilitasi oleh Pemdes. Tapi
karena ini hanya bersifat rapat, maka dalam rapat tersebut hanya
melibatkan Pemdes, BPD dan perwakilan unsur masyarakat. Jadi
rapatnya masih bersifat terbatas”.

Pernyataan di atas membenarkan bahwa proses rapat penyusunan RKP Desa di
Desa Wee Lima telah diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditargetkan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut peneliti,
dengan terlaksananya rapat tersebut, maka hal ini juga mengawali proses
penyusunan RKP Desa itu sendiri. Sebab, fungsi rapat tersebut yaitu
membahas, meninjau dan menyepakati daftar usulan prioritas rencana
program/kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen rancangan RKP Desa

untuk tahun anggaran yang direncanakan. Selain itu, pernyataan di atas juga
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menegaskan bahwasanya rapat tersebut masih bersifat terbatas, sehingga hanya

melibatkan Pemdes, BPD dan perwakilan unsur masyarakat Desa.

Akan tetapi, sekalipun dalam pelaksanaan rapat RKP Desa tersebut
bersifat terbatas, menurut peneliti Pemdes juga harus tetap menampung ide,
gagasan, evaluasi dan saran dari unsur masyarakat yang terlibat di dalamnya.
Artinya, rapat yang bersifat terbatas ini bukan berarti sebagai upaya
pengkondisian agar semua pembahasan dan kesepakatan rapat hanya
berdasarkan kehendak Kepala Desa atau pemerintah Desa itu sendiri. Menurut
peneliti, justru pada konteks rapat yang bersifat terbatas inilah Pemdes maupun
BPD dapat mengatur dan mengelola proses rapat ini dapat berjalan dengan
baik, dan secara efektif dapat menggali aspirasi masyarakat lebih mendalam
dan bijak. Artinya, sekalipun partisipasi masyarakat dalam rapat perencanaan
penyusunan RKP Desa tersebut sangat minim karena hanya berdasarkan
keterwakilan wilayah dan unsur organisasi masyarakat, tapi yang terpenting
adalah bagaimana mereka diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya.
Menurut peneleliti, memberikan ruang bagi perwakilan masyarakat unuk
berpendapat sangat penting, karena hal ini sesuai dengan perspektif
governance yang menempatkan pemerintah bukan sebagai aktor tunggal dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga harus berkolaboratif dengan

stakeholder lainnya.

Denagan demikian, menurut peneliti, yang harus digarisbawahi pada
konteks ini yaitu memahami bahwa pelaksanaan rapat musyawarah
penyusunan RKP Desa tersebut sekalipun bersifat terbatas, tapi bukan berarti

bahwa hal ini tidak demokratis, justru harus menjadi forum bersama antara
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pemerintah Desa dan masyarakat setempat dalam membahas rencana
pembangunan Desa guna mewujudkan kepentingan bersama (bukan
kepentingan Pemdes semata). Karena akan ada gilirannya dimana masyarakat
luas di Desa dapat terlibat dalam membahas RKP Desa, yaitu pada saat
rancangan RKP Desa tersebut telah diselesaikan oleh tim penyusun, maka pada
gilirannya Pemdes akan menyelenggarakan Musrenbangdes tahunan. Dimana
salah satu pembahasan dalam Musrenbangdes tersebut yaitu berkaitan dengan
sosialisasi rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa yang dilakukan
oleh Pemdes kepada masyarakat Desa; yang pada konteks ini Pemdes juga akan
menerima masukan dan menyerap aspirasi masyarakat Desa untuk

menyempurnakan rancangan RKP Desa sebelum disepakati dan ditetapkan.

Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang dihimpun peneliti, dalam
pelaksanaan rapat tersebut setidaknya terdapat empat topik pembahasan, yakni:
1) Peninjauan Ulang RPJM Desa; 2) Evaluasi RKP Desa sebelumnya; 3)
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa; dan 4) Rencana Kerja dan Tindak
Lanjut (RKTL) Penyusunan RKP Desa. Berkaitan dengan poin pembahasan
tersebut, Alosius Ngongo Paila selaku Kasi Pembangunan Desa Wee Lima

yang juga merupakan peseta rapat saat itu, menyampaikan bahwa:

“Jadi pada rapat saat itu pemerintah Desa bersama BPD dan tokoh
masyarakat yang hadir membahas poin-poin penting yang
menjadi acuan penyusunan RKP Desa untuk tahun anggaran
2023. Jadi ada empat topik pembahasan saat itu, diantaranya
adalah meninjau kembali visi misi Desa dan isi RPJM Desa, kita
juga sempat mengevaluasi RKP Desa sebelumnya, lalu Kepala
Desa membetuk tim penyusun RKP Desa, serta merumuskan apa
saja yang menjadi RTL yang dikerjakan oleh tim.

49



Hal serupa juga dikonfirmasi oleh Longginus Tamo Ama, yang juga
merupakan peserta rapat dari perwakilan tokoh masyarakat, dengan

menyampaikan bahwa:

“Ya seperti biasanya, kita membuka kembali dokumen RPJM
Desa untuk melihat program/kegiatan apa saja yang belum
direalisasikan, kita juga mengevaluasi progra-program
pembangunan yang tertuang dalam RKP Desa tahun sebelumnya,
membahas keuangan Desa, juga membahas program dari
Pemerinta Daerah, Provinsi dan Pusat yang masuk Desa”.

Dari penyampaian kedua narasumber di atas, juga mengungkapkan hal yang
sama bahwa poin pembahasan dalam rapat musyawarah tersebut yaitu
mencakup empat hal penting yang sudah disebutkan di atas. Selanjutnya, poin-
poin pembahasan dalam rapat musyawarah penyusunan RKP Desa yang telah
disampaikan di atas, menurut peneliti hal tersebut secara umum sudah sesuai
dengan peraturan yang berlaku, baik yang diatur dalam Permendagri

N0.114/2014 maupun Permendes PDTT No. 21/2020.

Namun sayangnya, dalam temuan peneliti, keempat poin pembahasan
yang menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa tersebut, secara prinsipil
belum diarahkan pada target pencapaian Suistanable Development Doals Desa
(SDGs Desa) sesuai dengan mandat Permendes PDTT No. 21/2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Sehingga program-program pembangunan yang direncanakan melalui
penyusunan RKP Desa masih bersifat normatif sesuai dengan kondisi faktual
di Desa Mata Wee Lima itu sendiri. Sebab, pelaksanaan rapat perencanaan
penyusunan RKP Desa di Desa Wee Lima pada tahun 2022 masih berpedoman

pada Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Hal ini
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juga dikonfirmasi oleh Yosep Tamo Ama selaku Kepala Desa Wee Lima

dengan menyatakan bahwa:

“Iya, memang saat itu Pemdes dan BPD dalam penyelenggaraan
rapat musyawarah perencanaan penyusunan RKP Desa masih
mengacu pada Permendagri itu, bukan dari Permendes PDTT.
Makanya berkaitan dengan pencapaian SDGs Desa itu belum
menjadi pembahasan dalam penyusunan RKP Desa untuk tahun
2023. Tapi nanti kalau perencanaan baru untuk tahun 2024, sudah
pasti kita akan mengacu pada aturan yang baru”.

Dari pernyataan di atas, menurut penelitian, hal ini telah menunjukkan
adanya kekeliruan dari Pemdes dan stakeholder yang terlibat dalam
pelaksanaan rapat tersebut karena tidak mengacu pada peraturan terbaru yang
berkaitan dengan penyusunan RKP Desa. Alhasil, peserta rapat tidak
mengetahui perubahan-perubahan tata cara pembahasan dalam penyusunan
RKP Desa, sehingga proses pelaksanaan rapat tersebut menjadi kurang
maksimal karena terdapat poin pembahasan yang terlewatkan—salah satunya
yaitu berkaitan dengan percepatan pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan di Desa atau SDGs Desa. Padahal, menurut peneliti, semenjak
adanya Permendes PDTT No. 21/2020 telah mendorong lanskap pembangunan

Desa untuk mencapai tujuan SDGs Desa.

Sebab, dewasa ini SDGs Desa merupakan sebuah konsep untuk
mengukur sejauh mana capaian pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan,
hukum, dan tata kelola masyarakat di tingkat Desa. Hal ini karena SGDs Desa
memiliki goals yang mencakup 18 bidang fokus pembangunan di Desa, yaitu
meliputi: Desa tanpa kemiskinan, Desa tanpa kelaparan, Desa sehat dan
sejahtera, pendidikan Desa berkualitas, keterlibatan perempuan Desa, Desa

layak air bersin dan sanitasi, Desa berenergi bersih dan terbarukan,
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pertumbuhan ekonomi Desa merata, infastruktur dan inovasi Desa sesuai
kebutuhan, Desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman Desa aman dan
nyaman, konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan, Desa tanggap
perubahan iklim, Desa peduli lingkungan laut, Desa peduli lingkungan darat,

Dea damai berkeadilan dan kemitraan untuk pembangunan Desa.

Menurut peneliti, dengan adanya 18 goals di atas, maka hal ini telah
mendorong proses pembangunan Desa agar memiliki targetan dan parameter
secara berkelanjutan. Hal inilah yang dalam pandangan peneliti sangat
disayangkan ketika proses perencanaan pembangunan di Desa Mata Wee Lima
justru tidak diarahkan pada upaya untuk mencapai tujuan pembanguan Desa
yang berkelanjutan, seperti yang diamanatkan pada pasal 7 dalam Permendes
PDTT No. 21/2020 tersebut. Namun karena proses penyusunan RKP Desa
Mata Wee Lima tidak mengacu pada Permendes tersebut, maka orientasi
pembangunan di Desa Mata Wee Lima untuk tahun 2023 tidak memiliki tujuan
berkelanjutan yang hendak dicapai—selain hanya untuk menyikapi kondisi

faktual dan normatif di Desa itu sendiri.

Selain itu, berdasarkan temuan peneliti lebih lanjut, pada konteks
pembentukan tim penyusun RKP Desa juga terjadi kekeliruan. Dimana pada
saat itu Kepala Desa selaku pembina di dalam tim penyusun, langsung
menunjuk Sekretaris Desa menjadi ketua tim dan ketua Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai sekretaris tim, tanpa melalui
proses musyawarah mufakat. Hal ini sesuai dengan informasi yang dihimpun
dari Adianus Ngongo selaku Kader Pemberdayaan masyarakat Desa, yang juga

merupakan peserta rapat saat itu yang menyatakan bahwa:
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“Saat itu kita sepakat bahwa Kepala Desa sebagai pembina tim
penyusun RKP Desa. Lalu dia (Kepala Desa) menunjuk Sekdes
menjadi ketua tim dan ketua LPMD sebagai sekretaris timnya,
serta menunjuk saya dan beberapa perwakilan lembaga
masyarakat yang hadir sebagai anggota tim penyusun RKP
Desa”.

Dari pernyataan di atas, menurut peneliti, mekanisme pembentukan tim
penyusun RKP Desa ini tentu keliru dan tidak dengan ketentuan pada pasal 36
ayat (2) dalam Permendes PDTT No. 21/2020, yang menyebutkan bahwa ketua
tim penyusun RKP Desa dipilih secara musyawarah mufakat dengan
mempertimbangkan kemampuan dan keahlian. Begitu juga dengan Sekretaris
tim yang seharusnya ditunjuk oleh ketua tim terpilih, bukan oleh Kepala Desa
selaku pembina tim. Artinya, hal ini semakin menunjukkan bahwa proses
pelaksanaan rapat tersebut masih menggunakan makanisme yang lama, dimana
dalam mekanisme pembentukan tim penyusun RKP Desa masih menjadi hak

preogatifnya Kepala Desa.

Dalam hal terjadinya kekeliruan-kekeliruan saat pelaksanaan rapat
musyawarah perencanaan penyusunan RKP Desa seperti yang telah disebutkan
di atas, peneliti memandang bahwa kekeliruan tersebut pada gilirannya
mempengaruhi kualitas pelaksanaan rapat menjadi kurang maksimal. Bahkan,
kekeliruan tersebut dapat berdampak pada hasil rancangan RKP Desa yang
tidak relevan dan tidak up to date dengan perkembangan terkini—terutama
berkaitan dengan orientasi pembangunan Desa yang semestinya disesuaikan
dengan target pencapaian SDGs Desa. Selanjutnya, peneliti juga mendapati
bahwa kekeliruan tersebut bahkan tidak difilter atau dikoreksi oleh peserta
rapat lainnya, sehingga kekeliruan tersebut berkelindan dalam pelaksanaan

rapat—bahkan kekeliruan ini disepakati dan dilaksanakan begitu saja. Sebab,
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baik itu Pemdes, BPD maupun unsur masyarakat yang terlibat dalam rapat
tersebut semuanya tidak mengetahui bahwa adanya perubahan mekanisme dan

pembahasan dalam proses penyusunan RKP Desa.

Akan tetapi, terlepas dari semua kesalahpahaman dan kekeliruan
teknis yang telah terjadi mulai dari tahap persiapan hingga pada pelaksanaan
rapat musyawarah perencanaan penyusunan RKP Desa, peneliti memandang
bahwa secara substansif hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut telah
mencakup aspek-aspek penting dalam panduan penyusunan RKP Desa secara
umum. Menurut peneliti, yang terpenting adalah bagaimana RKP Desa yang
disusun sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat Desa, serta dapat
dilaksanakan untuk meningkatkan kemajuan Desa dan kesejahteraan
masyarakat setempat. Sedangkan berkaitan dengan kesalahan dan kekeliruan
tersebut, menurut peneliti hal ini harus menjadi pembelajaran yang berarti bagi
Pemdes maupun masyarakat Desa Wee Lima pada umumnya guna melakukan

pembenahan dan perbaikan dikemudian harinya.

C. Hasil Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa

Hasil rapat RKP Desa vyaitu berkaitan dengan daftar rencana
program/kegiatan dan rencana anggaran biaya, yang telah disepakati dalam
forum rapat perencanaan penyusunan RKP Desa, dimana poin-poin
pembahasan yang telah disepakati kemudian akan menjadi pedoman bagi
Pemerintah Desa dan tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan
RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa untuk satu tahun rencana. Untuk itu,
sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat empat topik

pembahasan dalam rapat musyawarah perencanaan penyusunan RKP Desa,
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yaitu meliputi: Peninjauan Ulang RPJM Desa, Evaluasi RKP Desa sebelumnya,
Pembentukan Tim Tenyusun RKP Desa, serta Rencana Kerja dan Tindak Lanjut
(RKTL) Penyusunan RKP Desa. Adapun hasil kesepakatan dalam pembahasan

keempat topik tersebut akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Hasil Peninjauan Ulang RPJM Desa

Dalam temuan peneliti terkait pembahasan peninjauan ulang
RPJM Desa, secara umum menyepakati beberapa program pembangunan
Desa berdasarkan misi Kepala Desa yang belum terlaksana atau
sekalipun sudah terlaksana tetapi belum memberikan dampak signifikan.
Setidaknya, terdapat dua program prioritas di dalam RPJM Desa yang
didorong agar masuk ke dalam rancangan RKP Desa, yakni: 1) misi
tentang melaksanakan pembangunan infastruktur/sarana pelayanan
publik; dan 2) misi tentang peningkatan sektor perternakan. Adapun
alasan mengapa kedua misi ini disepakati agar dituangkan dalam
rancangan RKP Desa untuk tahun berikutnya antara lain:

Pertama, Pada misi tentang melaksanakan pembangunan
infastruktur/sarana pelayanan publik. Pada konteks ini Pemdes
sebenarnya sudah melaksanakan beberapa program pembangunan
infastruktur dan sarana pelayanan publik di Desa tetapi ada yang belum
rampung karena proses pengerjaannya bertahap. Selain itu, masih
terdapat beberapa target pembangunan yang memang belum
terealisasikan. Berkaitan dengan program pembangunan tersebut
kemudian disampaikan oleh Yosep Tamo Ama selaku Kepala Desa Wee

Lima yakni:
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“Pembangun infastruktur yang belum diselesaikan seperti
pembangunan gedung kantor Desa. Memang ini sudah kita
bangun secara bertahap mulai dari tahun 2017 dan gedungnya
sudah digunakan tapi masih ala kadarnya sehingga masih
memerlukan penyempurnaan. Misalnya terkait pemasangan
keramik, acian dan cat dindingnya. Lalu ada beberapa program
yang sudah direncanakan di dalam RPJM Desa tetapi belum
dilaksanakan seperti pembangunan pos kamling permanen di
setiap dusun, lalu bantuan perumahan layak huni itu 60 unit
tapi masih kurang 10 unit yang belum dibangun, dan masih ada
program pembangunan jalan usaha tani di titik yang belum
dilaksanakan. Jadi semua ini kita sepakati supaya secepatnya
dieksekusi, makanya semua itu menjadi masukan untuk
dituangkan dalam rancangan RKP Desa tahun anggaran
berikutnya”.

Hal serupa juga ditambahkan oleh Agustinus Umbu Pati selaku ketua
BPD We Lima yaitu:
“Betul sekali, saat itu kita membahas dan menyepakati
program-program pembangunan infastruktur yang belum
selesai dikerjakan dan yang sama sekali belum dikerjakan oleh
Pemdes. Salah satunya juga terkait dengan pembangunan
kantor BPD yang sudah direncanakan di dalam RPJM Desa,
tetapi belum direalisasikan. Makanya kami dari pihak BPD
mengusulkan supaya ini juga segera direalisasikan dan
ternyata ini juga disepakati dalam forum rapat itu.
Dari pernyataan kedua narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa
prioritas pembanguan infastruktur yang disepakati yaitu: melanjutkan
pembangunan Kantor Desa, melanjutkan bantuan perumahan layak huni
karena masih terdapat 10 unit lagi yang belum dibangun, pembangunan
pos kamling permanen di tiga Dusun, pembangunan jalan usaha tani di
dua titik dan pembangunan kantor BPD. Menurut peneliti, pelaksanaan
program-program tersebut tentu menjadi kewajiban Pemdes karena
program tersebut sudah tertuang dalam RPJM Desa, sehingga tinggal

diartikulasikan dalam program jangka pendek berdasarkan rancangan

RKP Desa yang disusun dan disepakati nantinya.

56



Lebih lanjut, program pembangunan infastruktur seperti
pembangunan pos kamling, jalan usaha tani dan perumahan layak huni
tersebut merupakan hasil tinjauan RPJM Desa, Desakan dan usulan dari
unsur masyarakat yang terlibat dalam rapat tersebut. Misalnya terkait
dengan program pembangunan pos kamling, David Dede Bili selaku
kepala Dusun Bonnu Ate yang hadir dalam rapat penyusunan RKP Desa
meyambaikan bahwa:
“Sebenarnya pelaksanaan pembangunan pos ka mling di setiap
Dusun itu ditargetkan pada tahun sebelumnya. Tapi karena
satu dan lain hal akhirnya ini tidak dimasukkan dalam RKP
Desa tahun 2022. Makanya saat rapat RKP Desa untuk tahun
2023, kebetulan saya hadir dalam rapat tersebut, makanya
waktu itu saya menDesak supaya bagaimanapun itu harus
dilaksanakan pada tahun 2023. Karena tahun 2023 ini adalah
akhir periodenya Kades”.

Sedangkan berkaitan dengan pembangunan jalan usaha tani,

disampaikan oleh Adianus Ngongo selaku Kader pemberdayaan

Masyarakat Desa (KPMD) yang juga merupakan peserta rapat bahwa:
“Sebenarnya kan ada 5 titik JUT (Jalan Usaha Tani) yang
harus dibangun dalam periode ini. Jadi 3 titiknya memeng
sudah dibangun tahun lalu, jadi tinggal 2 titik lagi. Mengingat
karena masa jabatan Kepala Desa dalam periode ini akan
berakhir pada tahun 2023, makanya pembangunan JUT di dua
titik yaitu di Puu Rita — Puu Goka dan di Wee Liti — Donga
Delo kami minta supaya harus dilaksanakan pada tahun
anggaran 2023,

Kemudian berkaitan dengan pembangunan 10 unit perumahan layak

Huni, juga diungkapkan oleh Maria Lusiana Kii selaku pengurus PKK

dan peserta rapat perencanaan penyusunan RKP Desa menyampaikan

bahwa:;

“Jadi, program pembangunan perumahan layak huni bagi
warga masyarakat yang notebenenya tidak mampu secara
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ekonomi itu sebenarnya ada 60 unit. Memang sudah ada 50
unit yang telah dibangun, sehingga tingga sisa 10 unit lagi
yang belum dibangun. Kebetulan saya hadir dalam rapat
tersebut akhirnya saya usulkan supaya yang sisa 10 unit itu
bisa dibangun pada tahun 2023. Apalagi yang penerima
program ini sebagiannya adalah anggota PKK. Jadi kasian
mereka itu khawatir jangan sampai tahun depannya belum
dibangun juga rumahnya, sementara masa Jabatan Kepala
Desa sudah akan berakhir pada tahun 2023”.

Berangkat dari penjelasan narasumber di atas, maka secara umum
dapat disimpulkan bahwa program-program disebutkan di atas
merupakan program prioritas yang memang harus diakomodir dalam
penyusunan rancangan RKP Desa. Dalam temuan peneliti, hal tersebut
menjadi penting karena itu merupakan janji politik Kepala Desa yang
kemudian dituangkan dalam RPJM Desa. Selain itu, peneliti memandang
bahwa program-program tersebut dijadikan sebagai prioritas, karena
mengingat kebutuhan pendanaannya yang cukup besar. Sehingga ini
memicu kekhawatiran masyarakat—terutama yang merupakan penerima
manfaat program—kerena program tersebut berpotensi gagal apabila
dana pembangunannya tidak cukup. Sementara tahun rencana RKP Desa
berikutnya merupakan tahun dimana masa kepemimpinan Kepala Desa
dalam periode berjalan akan berakhir.

Kedua, misi tentang peningkatan sektor perternakan. Dalam
temuan peneliti, misi ini mendorong peningkatan produksi dan populasi
ternak besar maupun kecil seperti sapi, kerbau, kambing dan babi.

Namun dalam dinamikanya, upaya untuk pelaksanaan misi tersebut

belum juga kunjung terealisasikan. Berkaitan dengan program ini,
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disampaikan oleh Herman Yosep Dapa Talu selaku perwakilan dari
Tokoh Pemuda dalam rapat tersebut bahwa:
“Kalau dilihat dari rencana program dalam RPJM Desa, salah
satu program yang berkaitan dengan peningkatan sektor
perternakan adalah pengadaan ternak babi dan kambing
kepada masyarakat miskin. Sebenarnya untuk program ini
setiap tahun itu ada 6 KK yang seharusnya menerima program
ini. tapi program ini hanya satu kali berjalan saja yaitu pada
tahun 2018. Makanya kita minta supaya Pemdes memenuhi
janjinya karena masih banyak yang belum menerima program
ni”.
Hal yang sama juga dipaparkan oleh Padianus Lessu selaku tokoh
masyarakat yang juga merupakan peserta rapat bahwa:
“Sebenarnya bukan hanya pengadaan ternak babi dan kambing
saja yang menjadi program dari misi peningkatan sektor
perternakan. Tapi pembahasan saat itu, karena melihat postur
dana yang minim, akhirnya yang berkaitan dengan program
pengadaan sapi dan kerbau tidak dimasukkan dalam daftar
rencangan RKP Desa tahun 2023 karena sulit diwujudkan. Jadi
yang disepakati saat itu adalah melanjutkan program
pengadaan babi dan kambing saja”.
Berangkat dari pernyataan kedua narasumber di atas, menunjukkan
bahwa untuk melaksanakan misi peningkatan sektor perternakan tersebut
hanya menyepakati terkait program pengadaan ternak babi dan kambing
saja, sedangkan untuk pengadaan ternak sapi dan kerbau dibatalkan
dengan alasan minimnya anggaran karena masih terdapat program
prioritas lainnya.
Namun menurut peneliti, dalam hal program pengadaan ternak
babi dan kambing juga belum tentu dapat direalisasikan kepada semua
sasaran penerima manfaat. Sebab, program ini seharusnya direalisasikan

secara bertahap pada setiap tahunnya dalam satu periode masa jabatan

Kepala Desa, dengan sasaran penerima manfaat sebanyak 6 KK setiap
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tahunnya. Jika dalam satu periode masa jabatan Kepala Desa, maka
dimulai dari tahun 2018 hingga 2023. Tetapi karena program ini hanya
direalisasikan pada tahun 2018 dengan 6 KK penerima manfaat, namun
ketika ini harus diselesaikan pada RKP Desa tahun anggaran 2023 maka
masih terdapat 30 KK yang menjadi calon penerima manfaatnya.
Menurut peneliti, tentu saja hal ini akan membutuhkan rencana
pembiayaan yang cukup besar juga.

Barangkat dari uraian perihal hasil peninjauan ulang RPJM Desa
di atas, maka terdapat beberapa daftar prioritas usulan rencana
program/kegiatan yang telah dibahas dan disepakati untuk masuk dalam
rancangan RKP Desa tahun anggaran 2023, yaitu meliputi:

a) Melanjutkan pembangunan gedung Kantor Desa (pemasangan
keramik, acian dan cat dinding kantor Desa);

b) Pembangunan pos Kamling di setiap Dusun (ada 3 Dusun di Desa
Wee Lima);

c) Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di dua titik yaitu di Puu
Rita-Puu Goka seluas 2.000 meter dan di Wee Liti-Donga Delo
seluas 1.000 meter;

d) Pembangunan gedung kantor BPD;

e) Bantuan rumah layak huni bagi keluarga miskin sebanyak 10 unit;
dan

f) Bantuan pengadaan ternak babi dan kambing untuk 30 KK

miskin.
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Dalam hal ini, keenam usulan program tersebut di atas telah
disepakati untuk dituangkan dalam rancangan RKP Desa tahun anggaran
2023. Artinya, keenam program tersebut di atas merupakan program
prioritas, namun tanpa menegasikan program/kegiatan lainnya yang juga
dianggap penting untuk Rencana kerja Pemerintah Desa tahun 2023.
Menurut peneliti, selain keenam program prioritas di atas, tentu saja
masih terdapat banyak program-program lainnya yang perlu
direalisasikan pada tahun anggaran 2023, baik itu program di bidang
penyelenggaraan  pemerintahan, bidang pembangunan, bidang
pemberdayaan, dan bidang pembinaan masyarakat Desa. Namun, karena
pada tahun 2023 merupakan masa akhir jabatan Kepala Desa dalam satu
periode berjalan, maka hal ini akan menjadi rumit. Sebab, beberapa
program pembangunan yang seharusnya direalisasikan secara bertahap
setiap tahunnya, justru tidak dilaksanakan secara konsekuen sehingga
semua ini menjadi beban tersendiri dalam mencapai keseluruhan target
yang telah direncanakan dalam RPJM Desa.

Menurut peneliti, hal ini tentu tidak terlepas dari kurangnya
manajemen dan tata kelola pemerintah Desa dalam menyusun dan
merealisasikan berbagai program/kegiatan dari awal periode masa
jabatan Kepala Desa itu sendiri. Alhasil, beberapa program/kegiatan
yang tertunda pada tahun-tahun sebelumnya menjadi numpuk diakhir
dan tentu akan menambah beban anggaran pembiayaan pada tahun
rencana 2023. Oleh karenanya, agar semua rencana program/kegiatan di

semua bidang dapat terealisasikan dengan maksimal pada tahun
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anggaran yang direncanakan, maka semua ini membutuhkan kemampuan
manajemen atau tata kelola yang baik oleh pemerintah Desa dan tim
penyusun RKP Desa dengan mempertimbangkan postur anggaran biaya
dan potensi pendapatan keuangan Desa itu sendiri.

Hasil Evaluasi RKP Desa Sebelumnya

Pada konteks pembahasan perihal evaluasi RKP Desa
sebelumnya, dalam temuan peneliti, hal ini lebih banyak mengevaluasi
realisasi program yang cenderung tidak sesuai dengan target waktu yang
telah ditentukan. Sehingga hasil evaluasi atas RKP Desa sebelumnya
hanya memberikan rekomendasi atau catatan kritis agar realisasi program
kedepannya lebih berjalan efektif dan efesien sesuai dengan target waktu
yang telah ditentukan. Berkaitan dengan hasil evaluasi tersebut, juga
dibenarkan oleh Yakobus Ngongo Bili selaku Sekretaris Desa Wee Lima
dengan menyatakan bahwa:

“Masalah waktu itu memang hanya masalah teknis, tapi juga
sangat penting dalam memaksimalkan program/kegiatan yang
sudah kita rencanakan. Tentu dari pihak Pemdes menerima
hasil evaluasi itu sebagai kritik atau masukan yang
membangun agar kesalahan-kesalahan sebelumnya tidak lagi
terulang dikemudian hari”.

Namun, dalam temuan peneliti lebih lanjut, juga terdapat dua
program yang dievaluasi oleh perwakilan unsur masyarakat yang hadir
dalam rapat tersebut, yaitu perihal pengeras suara (wireless) yang sudah
rusak tapi belum kunjung diperbaiki atau melakukan pengadaan wireless
baru, serta perihal program taman baca masyarakat dan pengadaan buku

yang dinilai masih belum maksimal; sehingga kedua program tersebut

disepakati oleh peserta rapat untuk ditindaklanjuti dalam rancangan RKP
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Desa selanjutnya. Berkaitan dengan masalah wireless yang rusak, hal ini

juga dikonfirmasi oleh Melkianus Ngongo Wolla selaku Kepala Dusun

Bondo Wolla dengan menuturkan bahwa:
“Untungnya dalam forum rapat itu saya singgung mengenai
masalah pengeras suara itu yang rusak. Karena saya ingat betul
ketika ada kegiatan di Dusun Bondo Wolla, ketika saya ke
Kantor Desa untuk meminjam alat pengeras suara tapi waktu
itu Kepala Desa mengatakan bahwa alatnya sedang rusak.
Makanya saya sampaikan juga di dalam rapat itu penyusunan
RKP Desa, dan akhirnya semua sepakat agar itu diperbaiki saja
karena kerusakannya tidak terlalu berat”.

Kemudian, berkaitan dengan masalah taman baca masyarakat dan

pengadaan buku, hal ini juga diterangkan oleh Herman Yosep Dapa Talu

selaku Tokoh Pemuda yang juga hadir dalam rapt tersebut bahwa:
“Tamannya memang sudah ada, tapi saya malah tidak pernah
melihat masyaralat atau anak-anak yang membaca buku di
taman itu. Makanya saat itu saya singgung juga dalam rapat
penyusunan RKP Desa agar bisa ditinjau ulang programnya.
Tapi ketika masalah ini kita diskusikan, tarnyata masalahnya
karena masih kurangnya minta masyarakat dalam membaca.
Tapi disisi lain juga karena masih kurangnya ketersediaan
buku bacaan. Tapi karena ini penting, akhirnya kita sepakat
untuk dilanjutkan programnya”.

Dari pernyataan kedua narasumber di atas, maka dapat peneliti
simpulkan bahwa: pertama, berkaitan dengan rusaknya wireless tersebut
tanpa dibahas dalam rapat sekalipun, hal ini sudah seharusnya itu
diperbaiki oleh Pemdes, karena berdasarkan informasi yang peneliti
himpun bahwa sebenarnya Pemdes selalu menganggarkan dana
pemeliharaan aset. Menurut peneliti, karena mengingat alat pengeras

suara tersebut sangat penting dalam menunjang beberapa kegiatan di

Desa, maka hal ini seharusnya dapat segera diperbaiki dengan
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menggunakan dana pemeliharaan pada RKP Desa tahun berjalan tanpa
harus menunggu perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya.

Kedua, menurut peneliti, program taman baca dan pengadaan
buku ini tentu sangat penting dalam rangka meningkatkan budaya literasi
bagi masyarakat terutama anak-anak usia didik di Desa. Menurut
peneliti, yang perlu dipastikan oleh Pemdes pada konteks ini adalah
memastikan pemanfaatan taman baca tersebut melalui sosialisasi kepada
masyarakat dan sosialisasi di sekolah kepada anak usia didik, sehingga
tidak perlu lagi masuk dalam rancangan RKP Desa tahun berikutnya—
kecuali jika hendak melakukan renovasi taman atau peningkatan fasilitas
tamanya. Sedangkan pada konteks pengadaan buku, menurut peneliti hal
ini penting untuk ditingkatkan, karena semakin banyaknya buku yang
tersedia justru akan lebih baik. Sehingg dapat merangsang minat baca
masyarakat dan anak-anak, karena dengan semakin banyaknya
ketersediaan buku maka hal ini juga akan memperbanyak pilihan bacaan
sehingga tidak terkesan monoton.

Hasil Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa dalam rapat
musyawarah tentang perencanaan penyusunan RKP Desa juga
memandatkan Kepala Desa untuk pembentukan tim penyusun RKP
Desa. Berdasarkan surat keputusan Kepala Desa tentang pembentukan
tim penyusun RKP Desa untuk tahun anggaran 2023, menunjukkan
formatur tim penyusun RKP Desa berjumlah 9 (sembilan) orang antara

lain:
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a) Yosep Tamo Ama (Kepala Desa) sebagai pembina;

b) Yakobus Ngongo Bili (Sekretaris Desa) sebagai ketua tim
penyusun RKP Desa;

c) Markus Ngongo Lede (Ketua LPMD) sebagai sekretaris tim
penyusun RKP Desa;

d) Anggota yang meliputi: Alosius Ngongo Paila (Kasi

Pembangunan); Dionisius Dairo Bili (anggota BPD); Maria Lusia

Kii (Pengurus PKK); Padianus Lessu (Tokoh Masyarakat); David

Dede Bili (Kepala Dusun Bonnu Ate); dan Herman Yosep Dapa

Talu (Tokoh Pemuda).

Dari daftar formatur tim penyusun RKP Desa di atas, maka dapat
peneliti simpulkan bahwa secara formatur sudah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, karena telah melibatkan perwakilan perangkat Desa, BPD
dan unsur masyarakat Desa. Hanya saja masih terdapat kekeliruan secara
mekanisme pembentukannya karena berdasarkan penunjukan langsung
olen Kepala Desa, tanpa melalui proses musyawarah mufakat
berdasarkan ketentuan baru yang berlaku. Menurut peneliti, jika
kekeliruan mekanisme pembentukan tim RKP Desa tersebut tidak
dibenahi, maka kedepannya akan syarat dengan unsur kepentingan
politik dan nepotisme. Jika hal ini yang terjadi, maka akan sangat
berdampak pada kualitas rancangan RKP Desa yang dihasilkan oleh tim
penyusun menjadi tidak akomodatif dan representatif dengan
kepentingan dan aspirasi masyarakat Desa pada umumnya.

4. Rencena Kerja dan Tindak Lanjut Penyusunan RKP Desa
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Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL) penyusunan RKP
Desa ini bertujuan untuk menentukan capaian kegiatan tahapan
penyusunan rancangan RKP Desa dan mengetahui jangka waktu setiap
tahapan diselesaikan, dengan mempertimbangkan target waktu
penetapan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa. Artinya, dalam
proses penyusunan rancangan RKP Desa dan daftara usulan RKP Desa
tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga ketika rapat
tersebut telah membentuk tim penyusun RKP Desa, maka tim tersebut
diberikan tugas untuk menyelesaikan penyusunan rancangan RKP Desa
dan daftar usulan RKP Desa sesuai dengan target waktu yang ditentukan
berdasarkan peraturan yang berlaku.
Berkaitan dengan RKTL penyusunan ranvangan RKP Desa
tersebut kemudian disampaikan oleh Yosep Tamo Ama selaku Kepala
Desa Wee Lima bahwa:
“Setelah saya kami membentuk tim penyusun RKP Desa,
maka pada rapat saat itu kita merumuskan apa-apa saja yang
akan dikerjakan oleh tim penyusun itu. Jadi begini, tidak
mungkin kita menyusun rancangan RKP Desa hanya dalam
waktu satu hari pada sebuah forum rapat. Apalagi dalam rapat
itu kita hanya meninjau RPJM Desa dan mengevaluasi RKP
Desa sebelumnya. Jadi memang masih belum komplit yang
dibahas dalam forum rapat, makanya hal-hal yang belum
dibahas itulah yang menjadi tugas dari tim penyusun”.

Hal yang sama juga kemudian diterangkan oleh Yakobus Ngongo Bili

selaku Sekdes Desa Wee Lima dan sekaligus sebagai ketua tim penyusun

RKP Desa bahwa:
“Pada forum rapat waktu itu memberikan mandat kepada tim
penyusun untuk menyelesaikan penyusunan rancangan RKP

Desa dan daftar usulan RKP Desa. Karena yang kita bahas
dalam forum rapat itu masih yang sifatnya umum dan belum
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detail. Jadi waktu itu tim penyusun dikasih waktu sampai akhir
bulan Oktober untuk menyelesaikan rancangan RKP Desa”.

Dari pernyataan kedua narasumber di atas, menjelaskan bahwa RKTL
penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa akan
menjadi tugas tim penyusun. Adapun target waktu yang diberikan kepada
tim penyusun RKP Desa, yaitu dimulai dari ditetapkannya keputusan
Kepala Desa terkait pembentukan tim penyusun RKP Desa hingga pada
akhir bulan Oktober tahun berjalan. Berdasarkan temuan peneliti, waktu
rapat musawarah perencanaan penyusunan RKP Desa dan pembentukan
tim penyusun RKP Desa saat itu tertanggal 4 Juli 2022. Artinya, terdapat
waktu kurang lebih 4 bulan bagi tim penyusun untuk menyelesaikan
rancangan RKP Desa tersebut.

Menurut peneliti, apa yang disampaikan oleh narasumber di atas
sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana setelah
pembentukan tim penyusun, maka tim tersebut juga memiliki tugasnya
tersendiri dan dalam mengerjakan tugasnya bertanggungjawab kepada
Kepala Desa”. Kemudian berkaitan dengan terket waktu yang diberikan
kepada tim penyusun, menurut peneliti hal tersebut sudah sesuai dengan
mekanisme penyusunan rancangan RKP Desa yang berlaku. Sebab,
sebelum dibawa pada forum Musrenbangdes, maka rancangan RKP Desa
dan daftar usulan RKP Desa tersebut perlu ditinjau terlebih dahulu oleh
Kepala Desa; dan apabila masih terdapat kekurangan dalam rancangan
RKP Desa tersebut, maka tim penyusun masih memiliki waktu untuk
melakukan perbaikan pada minggu pertama dan kedua di bulan

November tahun berjalan.
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Lebih lanjut, berkaitan dengan RKTL sebagai tugas yang harus
dikerjakan oleh tim penyusun RKP Desa, menurut peneliti hal ini tentu
saja akan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Akan tetapi, kelirunya bahwa mereka masih berpedoman
pada ketentuan dalam Permendagri No. 114/2014—bukan pada pedoman
baru berdasarkan ketentuan dalam Permendes PDTT No. 21/2020.
Namun, terlepas dari kekeliruan tersebut, peneliti memandang bahwa
secara substansi tidak ada perbedaan yang mendasar dari kedua aturan
tersebut ketika dikaitkan dengan tugas-tugas tim penyusun dalam proses
menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Oleh karenya, dalam temuan peneliti, terdapat beberapa hal yang
disepakati dalam forum rapat tersebut berkaitan dengan RKTL dalam
penyusunan rancangan RKP Desa antara lain:

a) Meninjau ulang rincian anggara biaya yang dibutuhkan keenam
daftar prioritas usulan rencana program/kegiatan yang telah
dibahas dan disepakati dalam rapat ini, untuk dituangkan dalam
rancangan RKP Desa tahun anggaran 2023;

b) Meninjau kembali evaluasi RKP Desa sebelumnya terkait dengan
kebutuhan taman baca masyarakat dan memasukkan kembali
program pengadaan buku dalam rancangan RKP Desa tahun
anggaran 2023;

c) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

d) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan

program/kegiatan masuk Desa;
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e) Menyelesaikan penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar
usulan RKP Desa paling lambat tanggal 30 2022; dan

f) Tim penyusun membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang
dibutuhkan dan membuat target waktu (scedule) penyelesaain
setiap tahapan dalam proses penyusunan rancangan RKP Desa
dan daftar usulan RKP Desa, yang kemudian dilaporkan kepada

Kepala Desa untuk ditinjau dan dicairkan dananya paling lambat

minggu kedua bulan Juli 2022.

Dari keenam tugas yang harus ditindaklanjuti oleh tim penyusun RKP
Desa di atas, karena masih berpedoman pada Permendagri No. 114/2014.
Dimana pada pasal 34 dalam Permendagri No. 114/2014 tersebut
menyebutkan bahwa tim penyusun RKP Desa harus melakukan
pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan
masuk ke Desa; pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunaan
rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desatentang Pedoman
Pembangunan Desa.

Namun, jika dilihat dari keenam poin rencana tindak lanjut
penyusunan rancangan RKP Desa yang harus diselesaikan oleh tim
penyusun dalam jangka waktu 3 bulan tersebut, bukanlah perkara yang
mudah. Sebab, tim penyusun harus meninjau, mendiskusikan dan
mempertimbangkan setiap rencana program/legiatan yang hendak
dimasukkan di dalam rancangan RKP Desa agar sesuai dengan
perhitungan potensi pendapatan Desa. Apalagi tim penyusun harus

memilah dan mengelompokkan setiap rencana program/kegiatan
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berdasarkan kewenangan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat
Desa dan pembinaan masyarakat Desa.

Selain itu, tim penyusun juga harus menyesuaikan pagu indikatif
Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk Desa dengan keenam
daftar prioritas usulan rencana program/kegiatan yang sudah disepakati
dalam rapat, yaitu meliputi: penyelesaian pembangunan kantor Desa,
pembangunan pos kamling permanen di tiga Dusun, pembangunan
kantor BPD, pembangunan jalan usahat tani di Puu Rita-Puu Goka dan
Wee Liti-Donga Delo, bantuan pembangunan 10 unit rumah layak huni
untuk keluarga miskin, serta bantuan ternak babi dan kambing untuk 30
keluarga miskin. Kemudian, terkait hasil evaluasi RKP Desa sebelumnya
yang menyepakati agar program taman baca masyarakat ditinjau kembali
dan memasukkan program pengadaan buku dalam rancangan RKP Desa
untuk tahun anggaran 2023.

Oleh karenanya, dalam mengerjakan itu semua tim penyusun
tidak hanya melaksanakan rapat/pertemuan untuk membahas dan
meninjau program/kegiatan apa saja yang akan dituangkan ke dalam
rancangan RKP Desa. Bahkan lebih dari itu, dimana terdapat beberapa
program yang sifatnya harus berupa survei lapangan dan pengkajian data
Desa. Dengan demikian, maka untuk mengerjakan semua ini, sangat
membutuhkan tata kelola pemerintah dan manajemen tim secara
maksimal. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya

kerjasama dan sinergitas di dalam tim, serta melakukan rapat koordinasi
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tim secara berkala guna melahirkan kualitas rancangan RKP Desa yang
akomodatif, representatif dan tentunya berdasarkan kesepakatan bersama
di dalam tim dengan mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi
masyarakat Desa.

Dalam hal ini, peneliti memandang bahwa semua itu
membutuhkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).
Mulai dari mengelola program/kegiatan yang tepat untuk dimasukkan
dalam rencangan RKP Desa, mengelola waktu secara tepat agar sesuai
dengan target yang ditentukan, mengelola jadwal rapat/pertemuan tim,
mengelola pembagian kerja di dalam tim, dan lain sebagainya sehingga
proses penyusunan rancangan RKP Desa tersebut dapat diselesaikan

secara efektif dan efesien.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini berjudul “Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa di
Desa Mata Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat
Daya”. Untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan judul
tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada kajian perihal tahapan-tahapan
dalam rapat musyawarah perencanaan penyusunan RKP Desa yang mencakup
tahap “Persiapan, Pelaksanaan dan Hasil Rapat Rencana Kerja Pemerintah
Desa”. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini, akan peneliti uraikan di
bawabh ini.

Pertama, pada konteks persiapan rapat musyawarah perencanaan
penyusunan RKP Desa, peneliti menemukan bahwasanya terjadi
miskomunikasi antara Pemerintah Desa (Pemdes) dengan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga terjadi kekeliruan dalam lakasanakan
fungsi kelembagaan kedua lembaga tersebut. Adapun miskomunikasi yang
dimaksudkan yaitu berkaitan dengan penentuan jadwal rapat musyawarah yang
terkesan hanya atas dasar kehendak Kepala Desa, tanpa mempertimbangkan
sejaumana kesiapan BPD selaku penyelenggara kegiatan rapat musyawarah
tersebut. Sedangkan dalam hal terjadinya kekeliruan dalam menjalankan fungsi
kelembagaan, hal ini terletak pada kurangnya pemahaman antara Pemdes dan
BPD dalam menjalankan kewenangan lembaganya masing-masing dalam
rangka menyiapkan segala kebutuhan dan kelengkapan rapat tersebut. Namun

terlepas dari kedua masalah tersebut, dalam prakteknya Pemdes dan BPD

72



mampu bertindak sinergis dalam melaksanakan rapat musyawarah
perencanaan penyusunan RKP Desa sesuai dengan target waktu berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Pada konteks pelaksanaan rapat musyawarah perencanaan
RKP Desa, berdasarkan temuan peneliti, pelaksanaan rapat tersebut setidaknya
mencakup empat topik pembahasan, yakni: 1) Peninjauan Ulang RPJM Desa;
2) Evaluasi RKP Desa sebelumnya; 3) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
dan 4) Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL) Penyusunan RKP Desa.
Dalam temuan peneliti lebih lanjut, proses pelaksanaan rapat tersebut juga
mengalami kekeliruan yang cukup mendasar. Adapan kekeliruan yang
dimaksud yaitu berkaitan dengan pelaksanaan rapat berserta topik pembahas
yang tercantum di dalamnya yang tidak mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terbaru.

Dalam hal ini, proses penyelenggaraan rapat tersebut masih
berpedoman pada Permendagri No. 144/2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa; dan sama sekali mereka tidak mengetahui akan adanya Permendes PDTT
No. 21/2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa. Alhasil, keseluruhan proses dalam penyusunan rancangan
RKP Desa menjadi kurang maksimal karena tidak berpedoman pada peraturan
baru, yang menekankan bahwa proses perencanaan pembangunan di Desa
harus diorientasikan pada pencapaian tujuan SDGs Desa. Kemudian, hal ini
juga berdampak pada mekanisme pembentukan tim penyusun RKP Desa,
dimana Kepala Desa masih menggunakan hak preogatifnya dengan menunjuk

langsung ketua, sekretaris dan anggota tim penyusun RKP Desa—tanpa
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melalui mekanisme musyawarah mufakat sesuai ketentuan Pemendes PDTT
No. 21/2020.

Ketiga, hasil rapat perencanaan penyusunan rancangan RKP Desa
mengacu pada keempat topik pembahasan dalam tahap pelaksanaan rapat yang
telah disebutkan di atas. Dimana setiap pembahasan rencana program/kegiatan
yang telah disepakati untuk dituangkan dalam penyusunan rancangan RKP
Desa dan daftar usulan RKP Desa, kemudian diserahkan kepada tim penyusun
RKP Desa untuk ditindaklanjuti. Adapun hasil rapat perencanaan penyusunan
RKP Desa yang disepakati dan untuk ditindaklanjuti oleh tim penyusu RKP
Desa, yaitu meliputi: 1) meninjau ulang rincian anggara biaya yang dibutuhkan
keenam daftar prioritas usulan rencana program/kegiatan yang telah dibahas
dan disepakati dalam rapat ini, untuk dituangkan dalam rancangan RKP Desa
tahun anggaran 2023; 2) meninjau kembali evaluasi RKP Desa sebelumnya
terkait dengan kebutuhan taman baca masyarakat dan memasukkan kembali
program pengadaan buku dalam rancangan RKP Desa tahun anggaran 2023; 3)
pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 4) pencermatan pagu indikatif Desa
dan penyelarasan program/kegiatan masuk Desa; 5) penyelesaikan penyusunan
rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa paling lambat tanggal 31
Oktober 2022; dan 6) tim penyusun membuat Rancangan Anggaran Biaya
(RAB) yang dibutuhkan dan membuat target waktu (scedule) penyelesaain
setiap tahapan dalam proses penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar
usulan RKP Desa, yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa untuk
ditinjau dan dicairkan dananya paling lambat minggu kedua bulan Juli 2022.

Selanjutnya, perihal keenam daftar prioritas usulan rencana program/kegiatan
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yang dimaksudkan di atas yaitu meliputi: menyelesaikan pembangunan kantor
Desa, membangun pos kamling permanen di tiga dusun, pembangunan kantor
BPD, pembangunan jalan usahat tani di Puu Rita-Puu Goka dan Wee Liti-
Donga Delo, bantuan pembangunan 10 unit rumah layak huni untuk keluarga

miskin, serta bantuan ternak babi dan kambing untuk 30 keluarga miskin.

B. Saran

Berangkat dari proses Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa) yang dalam dinamikanya tidak sesuai dengan prosedural yang berlaku
dewasa ini, sehingga mengakibatkan keseluruhan hasil penyusunan rancangan
RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa di Desa Mata Wee Lima menjadi tidak
maksimal, maka pada kesempatan ini peneliti hendak memberikan
rekomendasi yang sekiranya dapat membantu upaya penyelesaian masalah
tersebut. Adapun rekomendasi atau saran yang peneliti maksudkan, yaitu
sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa Mata Wee Lima
perlu melakukan up to date terhadap setiap perubahan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa, terutama dalam hal
penyusunan RKP Desa sehingga praktek penyelenggaraan
pemerintahan Desa memiliki kepastian hukum dan dapat menghindari
terjadinya maladministrasi. Hal ini bisa dilakukan melalui mencari
informasi di media sosial, berita, berkonsultasi dengan pendaming lokal
Desa maupun dengan pemerintah di tingkat atas.

2. Pemerintah Desa, terutama dalam hal ini Kepala Desa agar tidak

menggunakan kewenangannya secara sepihak, tetapi harus
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mengutamakan proses musyawarah mufakat. Hal ini bisa dilakukan
melalui distribusi informasi dan sosialisasi tentang jadwal penyusunan
RKP Desa serta memberikan pemahaman akan pentingnya partisipasi
masyarakat Desa dalam proses pengambilan keputusan di Desa.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat
dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka harus lebih
memahami tugas pokok dan fungsinya. agar tidak tersubordinasi karena
pengaruh dan dominasi Pemerintah Desa. Hal ini bisa dilakukan
melalui pelatihan dan pendidikan dengan menghadirkan narasumber
yang kompoten di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

. Tim penyusun RKP Desa harus memahami betul tugas-tugasnya dalam
menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa agar
sesuai dengan prosesdural yang berlaku, kepentingan dan aspirasi
masyarakat Desa. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan atau

workshop gun meningkatan kapasitas dan keterampilan tim penyusun.
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c) Masyarakat Desa | narasumber informasi
yang di terkait masalah
wawancara yang ingin di
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2 Dokumentasi a) Pemerinta Desa | Sumber Dalam
b) Badan datanya adalah | penelitian ini
Permusyawaratan | mempelajari mencari tau
Desa dan fakta yang
mengumpulkan | tersimpan
dokumen- dalam profil
dokumen yang | Desa Mata
yang terkait Wee Lima
dan data yang
rill
3 | Observasi Desa Mata Wee Lima Turun Dalam
langsung di penelitian ini
lapangan dan peneliti
mewawancarai | mengamati
pemrintah dan | keadaan
masyarakat wilayah terkait
Desa Mata dengan
Wee Lima masalah yang
untuk ingin di teliti
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Rapat Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Mata Wee Lima.
a. Bagaimana proses musyawarah dalam penyusunan rencana Kkerja
pemerintah Desa (RKP Desa)?
b. Bagaimana mekanisme rapat RKP Desa di Desa Mata Wee Lima?
c. Bagaimana sistem pembahasan dan penetapan RKP Desa di Desa Mata Wee
Lima?
d. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Rapat musyawarah
RKP Desa di Desa Mata Wee Lima?
e. Bagaimana peran masyarakat Desa dalam rapat RKP Desa di Desa Mata
Wee Lima?
2. Interaksi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat
Desa dalam Rapat Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa.
a. Bagaimana interaksi pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan
masyarakat Desa dalam mernyiapkan rapat RKP Desa di Desa Mata Wee
Lima?
b. Bagaimana pelaksanaan rapat RKP Desa di Desa Mata Wee Lima?

c. Bagaimana hasil rapat RKP Desa di Desa Mata Wee Lima
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